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ABSTRAK 

KEDUDUKAN HIBAH SEBAGAI PENGGANTI NAFKAH ANAK SETELAH 

PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH 

(Studi Kasus Di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban  

Kabupaten Lampung Timur) 

 

Oleh:  

JANIS KURNIASIH 

 

Hibah merupakan akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya 

pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela. Salah satu bentuk 

pemberian harta yang diatur dalam Islam adalah pemberian harta orangtua kepada 

anak dalam bentuk hibah. Dalam Islam, hibah dimaksudkan untuk menjalin 

kerjasama sosial, yang dilandasi oleh saling tolong menolong untuk mempererat 

tali silaturahmi.  Hibah dapat diberikan kepada siapa saja menurut kehendak 

pemberi hibah, terutama pemberian ayah kepada anak karena anak adalah 

tanggung jawab ayah dalam memberikan kasih sayang dan biaya kehidupannya 

tidak akan terputus walau terjadi perceraian antara kedua orangtuanya. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengadakan penelitian tentang 

kedudukan hibah sebagai pengganti nafkah anak setelah perceraian di Desa 

Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur. Pertanyaan 

penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hibah sebagai pengganti nafkah anak 

setelah perceraian perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah. 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kedudukan hibah sebagai 

pengganti nafkah anak setelah perceraian perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan 

faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemberian hibah sebagai pengganti 

nafkah anak setelah perceraian di desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban 

Kabupaten Lampung Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini 

menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dan dokumentasi. 

Wawancara dilakukan terhadap Bapak Supriono selaku wali pemberi hibah, Ibu 

Nurul Ngatemi selaku wali penerima hibah, Bapak Waris, dan Bapak Yahmin 

selaku saksi-saksi. Dokumentasi yang diambil dari sumber buku yang berkaitan 

dengan kedudukan hibah sebagai pengganti nafkah anak setelah perceraian dan 

profil desa Di Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung 

Timur.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Kedaton I Kecamatan 

Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur telah melaksanakan pemberian 

hibah sebagai pengganti nafkah anak setelah perceraian, dikarenakan pemberi 

hibah selaku ayah meninggalkan hartanya kemudian diberikan kepada anaknya 

sebagai pengganti memberikan nafkah karena ia tinggalkan, dan bercerai dengan 

ibu si penerima hibah, diperbolehkan dikarenakan kewajiban ayah tetap 

memberikan nafkah anak walaupun terjadi perceraian menurut syariat Islam.   
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MOTTO 

 

                              

                        

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian 

kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak 

dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. 

Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena 

anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun 

berkewajiban demikian”.
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 QS. Al-Baqarah (2): 233. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah SWT dan sebagai rahmat 

bagi seluruh alam semesta Allah SWT telah menciptakan manusia dengan 

berpasang-pasangan ada laki-laki juga ada perempuan, salah satu ciri manusia 

adalah berkembangbiak, dengan cara  yang disyariatkan yaitu dengan ikatan 

pernikahan manusia dapat berkembang dengan melahirkan keturunan-

keturunan. Firman Allah SWT sebagai berikut:  

                   

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya         

kamu mengingat kebesaran Allah”.
2
 

 

                           

             

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri 

dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan 

cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik”. 
3
 

 

Allah SWT menciptakan manusia agar berfikir bahwa pernikahan 

sebagai sebuah ikatan antara dua jenis manusia yang mempunyai tujuan yaitu 

mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Memiliki 

                                                             
2
 QS. Adz Dzariyaat (51): 49.  

3
 QS. An-Nahl (16): 72. 



 

 

2 

rumah tangga yang tentram, bahagia lahir batin serta melahirkan keturunan 

yang soleh solehah. Namun, ternyata di dalam sebuah hubungan rumah tangga  

tentunya tidak selamanya berjalan rukun dan harmonis baik sesuai dengan apa 

yang telah kita inginkan dari kejauhan hari.  

Ternyata ada beberapa konflik yang secara sengaja atau tidak sengaja 

menghambat keharmonisan hubungan rumah tangga. Salah satu akibat yang 

ditimbulkan dari adanya konflik tersebut ialah terjadinya perceraian. 

Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua 

pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti 

melakukan kewajibannya sebagai suami istri.
4
  

Bagi pasangan yang telah memiliki anak tentu perceraian sangat 

berdampak buruk bagi mereka, anak yang belum mengerti maksud dari 

perceraian mereka mungkin bertanya-tanya kenapa orangtua mereka tidak 

pernah bersama-sama lagi. Perceraian bukan saja akan merugikan beberapa 

pihak namun perceraian juga sudah jelas dilarang oleh agama. Dalam hal ini 

perceraian akan menimbulkan beberapa konflik bagi kedua orantuanya, seperti 

siapa yang merawat dan memberi biaya kehidupan anak sampai anak dewasa.  

Perceraian yang terjadi memang memisahkan hubungan suami istri 

namun tidak demikian hubungan orang tua dengan anak, dalam keluarga utuh 

ataupun yang terpisah akibat perceraian sudah menjadi kewajiban seorang 

ayah untuk bertanggungjawab dengan memenuhi kebutuhan anaknya sampai 

                                                             
4
 Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim, 

(Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 58.  
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anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri. Hal ini mempertegas bahwa 

ayah tetap bertanggungjawab atas kebutuhan anaknya, tidak menghilangkan 

kewajiban seorang ayah kandung untuk tetap memberikan nafkah untuk 

keperluan anaknya sekalipun terjadi perceraian antara kedua orang tua.  

Ayah berusaha memenuhi kewajibannya dengan memberikan apa yang 

dibutuhkan anak, seperti memberikan tempat tinggal baginya juga 

memberikan harta sebagai kebutuhan bagi anaknya. Pemberian orang tua 

kepada anaknya dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti pemberian  kasih 

sayang yaitu karena sayangnya orang tua kepada buah hatinya yang masih 

membutuhkan nafkah dari orang tuanya, pemberian waris karena anak 

memang mempunyai hak atas warisan dari orang tuanya, pemberian tersebut 

berdasarkan kesukarelaan karena sukarela merupakan pemberian seseorang 

atau satu pihak kepada orang lain dengan tanpa imbalan harta atau tenaga 

apapun, melainkan atas dasar keadaan pihak yang memberikan.
5
 

Dalam Islam istilah pemberian dapat dibagi menjadi beberapa macam, 

salah satu pemberian yang diatur dalam Islam yaitu pemberian dalam bentuk  

hibah. Hibah mempunyai beberapa faedah dan hukum seperti saling tolong 

menolong dan kasih sayang, hibah termasuk jenis ibadah yang agung 

menguatkan hubungan kekeluargaan. Membantu kesulitan yang dialami oleh 

orang lain, terutama kerabat dekat seperti anak. Memberikan hibah kepada 

kerabat dekat seperti anak memang dianjurkan. 

                                                             
5
 Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 217. 
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 Hibah khususnya hibah orang tua kepada anak, merupakan pemberian 

yang sifatnya semata-mata untuk saling tolong-menolong dan mempererat tali 

silaturahmi. Apabila pelaksanaan hibah orang tua kepada anak telah 

memenuhi rukun dan syarat hibah, maka anak yang diberi hibah secara sah 

adalah pemilik harta tersebut dan berhak mempergunakannya untuk 

kepentingan dirinya.  

Hibah dapat disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya karena kasih 

sayang orang tua kepada anaknya oleh karena itu orang tua memberikan 

sebagian atau seluruh miliknya kepada orang yang dikasihinya, selain karena 

kasih sayang, orang tua terutama ayah juga berkewajiban memenuhi 

kebutuhan anaknya sampai anak dapat berdiri sendiri dan hibah kepada anak 

dapat disebabkan oleh faktor berbagai macam.  

 

Berdasarkan data survey di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari 

Nuban Kabupaten Lampung Timur, Bapak Supriono menghibahkan rumah  

beserta pekarangan dan tanah pertanian miliknya yang berada di Desa 

Kedaton 1 kepada Reyzaki Erlangga. Reyzaki Erlangga adalah anak pertama 

dari buah cinta dengan mantan istrinya yang bernama Nurul Ngatemi.
6
 

Menurut penuturan Ibu Nurul, awalnya mereka adalah keluarga kecil yang 

bahagia dan harmonis, namun sejak hadirnya pihak ketiga dalam rumah 

tangganya mereka sering terlibat cekcok sampai akhirnya mereka memutuskan 

                                                             
6
 Hasil Wawancara dengan Bapak Supriono selaku Wali dari Reyzaky Erlangga Pemberi 

Hibah, pada tanggal 17 Juni 2017. 



 

 

5 

untuk bercerai.
7
 Karena perceraian mereka menyebabkan Bapak Supriono 

memberikan Rumah beserta pekarangan dan tanah pertanian kepada anaknya 

yaitu Reyzaki, menurut penuturan Bapak Supriono rumah beserta pekarangan 

dan tanah pertanian miliknya ia diberikan kepada anaknya yang bernama 

Reyzaki sebagai tempat tinggal dan pengganti memberi biaya nafkah Reyzaki 

karena perceraian dengan Ibu Nurul, setelah itu Bapak Supriono pergi 

meninggalkan anak dan hartanya yang berada di Desa Kedaton 1.
8
 

Dikarenakan Bapak Supriono pergi meninggalkan rumah dan bercerai dengan 

Ibu Nurul maka anaknya Reyzaki berada di bawah pengasuhan Ibu Nurul, 

maka beliaulah yang mengelola dan memanfaatkan harta tersebut sesuai 

dengan kebutuhan nafkah Reyzaki dan saat ini Bapak Suprionopun sudah 

menikah lagi.
9
 

Berdasarkan uraian di atas menarik peneliti untuk memilih judul dengan 

tema “Kedudukan Hibah sebagai Pengganti Nafkah Anak Setelah Perceraian 

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Kedaton I 

Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur)?” 

 

 

 

                                                             
7
 Hasil Wawancara dengan Ibu Nurul Ngatemi selaku Wali dari Reyzaky Erlangga 

Penerima Hibah, pada tanggal 20 Juni 2017. 
8  Hasil Wawancara dengan Bapak Supriono selaku Wali dari Reyzaky Erlangga Pemberi 

Hibah, pada tanggal 17 Juni 2017. 
9
 Hasil Wawancara dengan Bapak Supriyanto selaku Pemberi Hibah, pada tanggal 17 Juni 

2017. 



 

 

6 

B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan permasalahan yang ada 

pertanyaan penelitian ini adalah “Bagaimana Kedudukan Hibah Sebagai 

Pengganti Nafkah Anak Setelah Perceraian Perspektif Hukum Ekonomi 

Syariah (Studi Kasus di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban 

Lampung Timur)?” 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana “Kedudukan Hibah Sebagai Pengganti 

Nafkah Anak Setelah Perceraian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah 

(Studi Kasus di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban 

Kabupaten Lampung Timur)?” 

 

2. Manfaat Penelitian  

a. Secara Teoritis  

Penelitian ini merupakan sumbangan pemikiran bagi pembaca 

dan peneliti lain agar dapat menambah wawasan mengenai hibah 

sebagai pengganti nafkah anak setelah perceraian orang tua ditinjau 

dari hukum ekonomi syari’ah (Studi Kasus di Desa Kedaton I 

Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur). 
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b. Secara Praktis  

Penelitian ini merupakan sumbangsih keilmuan dan wawasan 

kepada masyarakat mengenai hibah sebagai pengganti nafkah anak 

setelah perceraian orang tua ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari’ah. 

 

D. Penelitian Relevan 

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan terhadap karya ilmiah 

(skripsi) tentang pemberian hibah sebagai Pengganti nafkah anak ditinjau dari 

hukum ekonomi syariah belum peneliti temukan. Namun, sejauh penelusuran 

yang telah dilakukan, peneliti menjumpai hasil penelitian relevan yang 

memiliki titik singgung dengan judul yang diangkat dalam peneliti skripsi ini 

adalah: 

1. Ahmad Habiburrosid dengan judul “Hibah Orang Tua kepada Anak di 

Desa Gedung Wani Timur Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung 

Timur”. Penelitian ini sebagai berikut:  

a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Hibah Orang Tua kepada 

Anak di Desa Gedung Wani Timur Kecamatan Marga Tiga Kabupaten 

Lampung Timur.
10

 

b. Skripsi Ahmad Habiburrosid dengan peneliti yang membedakan adalah 

jika skripsi Ahmad Habiburrosid membahas tentang pelaksanaan hibah 

orang tua kepada anak di Desa Gedung Wani Timur Kecamatan Marta 

Tiga Kabupaten Lampung Timur telah sesuai dengan ketentuan hukum 

                                                             
10

 Ahmad Habibuurosid, Hibah Orang Tua kepada Anak, Skripsi STAIN Jurai Siwo Metro, 

2012, dilihat pada tanggal 23 April 2017 
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Islam sedangkan skripsi peneliti membahas mengenai hibah sebagai 

pengganti nafkah anak setelah perceraian. 

2. Dianovita dengan judul “Eksekusi Putusan Perceraian dalam Hal 

Pemenuhan Nafkah dan Biaya Pemeliharaan Anak (Studi Kasus di 

Pengadilan Agama Metro)”
11

. Penelitian ini sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui eksekusi putusan perceraian tentang nafkah anak di 

Pengadilan Agama Metro, dan sanksi bagi yang tidak mentaati putusan 

Pengadilan Agama Metro. 

b. Skripsi Dianovita dengan peneliti yang membedakan adalah jika 

skripsi Dianovita membahas tentang tatacara eksekusi putusan 

perceraian tentang nafkah anak di Pengadilan Agama Metro dan sanksi 

bagi yang tidak menaati putusan Pengadilan Agama Metro sedangkan 

skripsi peneliti membahas mengenai hibah sebagai pengganti nafkah 

anak setelah perceraian.  

3. Nurul Septiani dengan judul “Penarikan Kembali Hibah Orangtua Kepada 

Anak Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus di Desa 

Sriharjo Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)”
12

. 

Penelitian ini sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penarikan kembali hibah 

orangtua kepada anak ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. 

                                                             
11

 Dianovita, Eksekusi Putusan Perceraian dalam Hal Pemenuhan Nafkah dan Biaya 

Pemeliharaan Anak, Skripsi STAIN Jurai Siwo Metro, 2001, dilihat 23 April 2017. 
12

 Nurul Septiani, Penarikan Kembali Hibah Orangtua Kepada Anak Ditinjau dari Hukum 

Ekonomi Syari’ah, Skripsi STAIN Jurai Siwo Metro, 2015, dilihat 23 April 2017. 
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b. Skripsi Nurul Septiani dengan peneliti yang membedakan adalah jika 

skripsi Nurul Septiani membahas tentang pelaksanaan penarikan 

kembali hibah orangtua kepada anak dan faktor yang menyebabkan 

penarikan kembali hibah orangtua kepada anak sedangkan skripsi 

peneliti membahas mengenai hibah sebagai pengganti nafkah anak 

setelah perceraian.  

Jika dipahami pada penelitian yang dilakukan pada peneliti yang 

sebelumnya hanya berfokus pada masalah hibah dan pelaksanaan nafkah anak, 

akan tetapi penelitian yang penulis dengan penelitian sebelumnya berbeda, 

perbedaan terletak pada hibah dan nafkah anak setelah perceraian menurut 

Hukum Ekonomi Syari’ah.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Hibah 

1. Pengertian Hibah  

Secara etimologi, hibah berarti pemberian atau hadiah. Pemberian 

ini dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah, tanpa 

mengharapkan balasan apapun. Ada dua definisi yang dikemukakan para 

ulama. Jumhur ulama mendefinisikannya : 

 ضٍ حَالَ الْْيََاةِ تَطَوُّعًاوَ بِلََعِ  عَقْدٌ يفُِيْدُ التَّمْلِيْكُ 
 Artinya: “Akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, 

yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang 

lain secara sukarela”.
1
 

 

Hibah merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, 

tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya pemilikan harta itu 

dari pemberi kepada orang yang diberi. Menurut Ulama Hanabilah, yaitu:  

رَعِلْمِهِ مَوْجُوْدًا مَقْدُوْراً عَلَى  تََلِْيكُ جَائزِِ التَّصَرُّفِ مَالًًمَعْلُوْمًااوَْمََْهُوْلًً تَ عَذُّ
رَ وَاجِبٍ فِِ الْْيََاةِ بِلََعَوْضٍ بِاَ يُ عَدُّ هِبَّةٌ عُرْفاً مِنْ لَفْظِ هِبَّةٍ  تَسْلِيْمِهِ غَي ْ

 لِيْكٍ وَنََْوهَِاوَتََْ 

 Artinya: “Memberikan kepemilikan atas barang yang dapat 

ditasharufkan berupa harta yang jelas atau tidak jelas karena 

adanya uzur untuk mengetahuinya, berwujud, dapat diserahkan 

tanpa adanya kewajiban, ketika masih hidup, tanpa adanya 

pengganti, yang dapat dikategorikan sebagai hibah menurut 

adat dengan lafazh hibah atau tamlik (menjadikan milik).”
2
  

 

                                                             
1
 Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 82.  

2
 Rachmat Syafi’i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 242. 
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Kedua definisi hibah di atas mengandung makna pemberian harta 

kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun, 

kecuali untuk mendekatkan diri pada Allah. Hibah sebagai salah satu 

bentuk tolong menolong dalam rangka kebijakan antara sesama manusia 

sangat bernilai positif. Para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa hukum 

hibah sunat berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 4 sebagai 

berikut: 

                        

        

Artinya:  Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu 

nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian 

jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin 

itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian 

itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
3
 

 

Dalam surat An-Nisa’ di atas dijelaskan bahwa pemberian itu ialah 

maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, 

karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Baik ayat maupun 

hadis di atas, menunjukkan bahwa kita sebagai sesama umat manusia 

dianjurkan untuk saling memberi. Oleh sebab itu, Islam sangat 

menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk 

memberikan kepada orang yang memerlukannya.  

                                                             
3
 QS. An-Nisa (4): 4. 
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Apabila seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain 

maka berarti si pemberi itu menghibahkan miliknya itu. Sebab itulah, 

hibah sama artinya dengan istilah pemberian.
4
  

Bila ditelusuri secara lebih mendalam, istilah hibah berarti 

memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain ketika masih 

hidup tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Menghibahkan sama artinya 

dengan menjual atau menyewakan. Oleh sebab itulah istilah balas jasa dan 

ganti rugi tidak berlaku dalam transaksi hibah.
5
  

Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah 

bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan. Dikaitkan 

dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk salah satu bentuk 

pemindahan hak milik. Pihak penghibah dengan sukarela memberikan hak 

miliknya kepada pihak penerima tanpa ada kewajiban dari penerima itu 

untuk mengembalikan harta tersebut kepada pihak pemilik pertama. 

Dalam konteks hibah sangat berbeda dengan pinjaman, yang mesti 

dikembalikan kepada pemilik semula. Dengan terjadinya akad hibah pihak 

penerima dipandang sudah mempunyai hak penuh atas harta itu sebagai 

hak miliknya sendiri. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat dikatakan bahwa hibah 

adalah suatu akad pemberian milik oleh seseorang kepada orang lain 

dikala ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa.
6
 

                                                             
4
 Helmi Karim, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 73. 

5
 Ibid., h. 74. 

6
 Ibid. 
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Pengertian “hibah” dapat dipedomani definisi-definisi yang 

diberikan oleh para ahli Hukum Islam, antara lain: 

Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam mengemukakan bahwa 

definisi hibah adalah: “Hibah dimaksudkan sebagai perwujudan kasih 

sayang terhadap orang yang diberi hibah”.
7
 

Sedangkan Chairuman Pasaribu memberikan definisi bahwa “Hibah 

berarti melewatkan atau menyalurkan, dengan demikian berarti telah 

disalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang yang 

diberi”.
8
 

Sementara Rachmat Syafei menyatakan bahwa hibah “hibah sama 

dengan hadiah, sebab keduanya sama saja, hanya berbeda dalam masalah 

maksudnya saja”.
9
 

Beberapa definisi yang disampaikan oleh para ahli hukum di atas, 

dapat disimpulkan bahwa hibah ini adalah sesuatu pemberian yang bersifat 

sukarela (tidak ada sebab mushababnya tanpa ada imbalan dari pihak 

penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si 

pemberi masih hidup inilah yang membedakannya dengan wasiat, yang 

mana wasiat diberikan sesudah si pewasiat meninggal dunia).  

 

 

 

                                                             
7
 Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, Syarah Hadits Pilihan, (Jakarta: Darul Falah, 

2002), h. 810.  
8
 Chairuman Pasaribu dan Suhrawandi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2004), h. 113.  
9
 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah., h. 241. 
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2. Dasar Hukum Hibah  

Hibah disyariatkan dan dihukumi mandhub (sunat) dalam Islam 

berdasarkan Al-Qur’an sunah, dan hadits Nabi’. di dalam firman Allah 

surat Al-Baqarah ayat 177 sebagai berikut: 

                         

Artinya: “Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, 

anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang 

memerlukan pertolongan)”.
10

 

Di dalam firman Allah surat al-Maidah ayat 2  juga sebagai berikut : 

                

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa”
11

 
 

Rasulullah SAW bersabda,  

 تََهَادُوْا تَََابُ وْا
Artinya : “Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling 

mencintai”
12

 

 

Rasulullah SAW bersabda:  

دْرِ   تَ هَادُوْا فاَِنَّ الْْدَِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَراَصِّ
Artinya: “Beri-memberilah kamu, karena pemberian itu dapat 

menghilangkan sakit hati (dengki)”.
13

 

 

Pemberian dapat menghilangkan rasa dendam, Rasulullah Saw bersabda:  

خِيْمَةَ   تَ هَادُوْا فإَِنَّ الِْْدَيَّةَ تَسُلُ السَّ
                                                             

10
 QS. Al-Baqarah (2): 177. 

11
 QS. Al-Maidah (5): 2.   

12
 Saleh Al-Fauzan, Fiqih Sehari-hari, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 537.  

13
 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 218 
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Artinya : “Saling memberilah kamu, karena sesungguhnya hadiah itu 

dapat mencabut rasa dendam”.
14

 

 

 

3. Rukun dan Syarat Hibah 

a. Rukun Hibah  

Menurut ulama Hanafiyah, rukun hibah adalah ijab dan qabul 

sebab keduanya termasuk akad seperti halnya jual-beli. Sebagaimana 

ulama Hanafiyah berpendapat bahwa qabul dari penerima hibah 

bukanlah rukun. Dengan demikian, dicukupkan dengan adanya ijab 

dari pemberi. Hal hibah menurut bahasa adalah sekedar pemberian. 

Selain itu, qabul hanyalah dampak dari adanya hibah, yakni 

perpindahan hak milik.
15

 

Menurut jumhur ulama, rukun hibah ada empat yakni: 

1) Wahib (Pemberi) 

Wahib adalah pemberi hibah, yang menghibahkan barang miliknya. 

Jumhur ulama berpendapat, jika orang yang sakit memberikan 

hibah, kemudian ia meninggal, maka hibah yang dikeluarkan 

adalah sepertiga dari harta peninggalan (tirkah). 

2) Mauhub lah (penerima) 

Penerima hibah adalah seluruh manusia. Ulama sepakat bahwa 

seseorang dibolehkan menghibahkan seluruh harta. 

 

 

                                                             
14

 Ibid., h. 219. 
15

 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, h. 244.  
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3) Mauhub  

Mauhub adalah barang yang dihibahkan. 

4) Shighat (Ijab dan Qabul) 

Shighat hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan 

qabul, seperti dengan lafadzh hibah, athiyah (pemberian), dan 

sebagainya. Ijab dapat dilakukan, seperti seseorang berkata “Saya 

hibahkan ini kepadamu”, atau tidak jelas, yang tidak akan lepas 

dari syarat, waktu, atau manfaat. 

1) Ijab Disertai Waktu (Umuri) 

Seperti pernyataan, “Saya berikan rumah ini selama saya hidup 

atau selama kamu hidup”. Pemberian seperti itu sah, sedangkan 

syarat waktu tersebut batal.
16

 

2) Ijab disertai syarat (penguasaan) seperti seseorang berkata “Rumah 

ini untukmu, secara raqabi (saling menunggu kematian, jika 

pemberi meninggal terlebih dahulu, maka barang miliknyalah 

yang diberi. Sebaliknya, jika penerima meninggal dahulu barang 

kembali pada pemilik)”. Ijab seperti hakikatnya adalah pinjaman. 

Menurut ulama Hanafiyah, pemiliknya dibolehkan mengambilnya 

kapan saja dia mau sebab Rasulullah SAW telah melarang umuri 

dan membolehkan raqabi. Dengan demikian, hibahnya batal, tetapi 

dipandang sebagai pinjaman.  

                                                             
16

 Ibid., h. 246. 



 

 

17 

Ulama Syafi’iyah, Abu Yusuf dan Hanabilah berpendapat 

jika penerima memegangnya, maka dikatakan hibah, sebab 

Rasulullah SAW membolehkan umuri. 

Ulama Malikiyah sependapat dengan Hanafiyah bahwa hibah 

umuri (selama masih hidup,jika sudah meninggal, diberikan kepada 

ahli waris penerima) dibolehkan, sedangkan hibah rabaqi dilarang. 

3) Disertai syarat kemanfaatan 

Seperti pernyataan, “Rumah ini untuk kamu dan tempat 

tinggal saya”, Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pernyataan itu 

bukan hibah tetapi pinjaman. Adapun pernyataan, “Rumah ini 

untuk kamu dan kamu tinggali,” adalah hibah.
17

 

 

b. Syarat Hibah 

Pihak penghibah adalah orang yang memberikan hibah atau orang 

yang menghibahkan hartanya kepada pihak lain. Pemberi hibah sebagai 

salah satu pihak pelaku dalam transaksi hibah disyaratkan: 

a. Ia mestilah sebagai pemilik sempurna atas benda yang dihibahkan. 

Karena hibah mempunyai akibat perpindahan hak milik, otomatis 

pihak penghibah dituntut sebagai pemilik yang mempunyai hak penuh 

atas benda yang dihibahkan itu. Tidak boleh terjadi seseorang 

menghibahkan sesuatu yang bukan miliknya, dan bila hal seperti ini 

terjadi maka perbuatan itu batal demi hukum. 

                                                             
17

 Ibid.  
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b. Pihak penghibah mestilah seorang yang cakap bertindak hukum secara 

sempurna (kamilah), yaitu baligh dan berakal. Orang yang sudah cakap 

bertindaklah yang bisa dinilai bahwa perbuatan yang dilakukannya sah, 

sebab ia sudah mempunyai pertimbangan yang sempurna. Orang yang 

cakap bertindaklah yang dapat mengetahui baik dan buruk dari suatu 

perbuatannya, dan sekaligus dia tentu sudah mempunyai pertimbangan 

yang matang atas untung dan rugi perbuatannya menghibahkan sesuatu 

miliknya.  

c. Pihak penghibah hendaklah melakukan perbuatannya itu atau 

kemauannya sendiri dengan penuh kerelaan, dan bukan dalam keadaan 

terpaksa. Kerelaan adalah salah satu prinsip utama dalam transaksi 

dibidang kehartabendaan. Orang yang terpaksa menghibahkan sesuatu 

miliknya, bukan dengan ikhtiarnya, sudah pasti perbuatannya itu tidak 

sah.
18

 

1) Syarat Barang yang Dihibahkan 

a) Harta yang akan dihibahkan ada ketika akad hibah 

berlangsung. Apabila harta yang dihibahkan itu adalah harta 

yang akan ada, seperti anak sapi yang masih dalam perut 

ibunya atau buah-buahan yang masih belum muncul di 

pohonnya, maka hibahnya batal. Para ulama mengemukakan 

kaidah tentang bentuk harta yang dihibahkan itu, yakni: (segala 

yang sah diperjualbelikan sah dihibahkan). 

                                                             
18 Helmi Karim, Fiqih Muamalah, h. 73. 
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b) Harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syara’, tidak 

sah dihibahkan, seperti darah dan minuman keras. 

c) Harta itu merupakan milik orang yang menghibahkannya. Oleh 

sebab itu, harta yang bersifat mubah, seperti ladang tandus 

yang tidak punya pemilik tidak boleh dihibahkan, karena setiap 

orang mempunyai hak atas tanah itu, kecuali apabila tanah itu 

telah sah menjadi miliknya. Demikian juga halnya dengan harta 

orang lain yang ada ditanggannya sebagai amanah tidak boleh 

dihibahkan.
19

 

d) Menurut ulama Hanafiyah, apabila harta yang dihibahkan itu 

berbentuk rumah harus bersifat utuh, sekalipun rumah itu boleh 

dibagi. Akan tetapi ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan 

Hanabilah mengatakan bahwa menghibahkan sebagian rumah 

boleh saja dan hukumnya sah. Apabila seseorang 

menghibahkan sebagian rumahnya kepada orang lain lagi, 

maka rumah itu diserahkan kepada orang yang diberi hibah, 

sehingga orang yang menerima hibah berserikat dengan 

pemilik sebagian rumah yang merupakan mitra orang yang 

menghibahkan rumah itu.  

e) Harta yang dihibahkan itu terpisah dari yang lainnya dan tidak 

terkait dengan hara atau hak lainnya, karena prinsip harta yang 

dihibahkan itu dapat dipergunakan oleh penerima hibah setelah 

                                                             
19

 Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, h. 84.  
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akad dinyatakan sah. Apabila seseorang menghibahkan 

sebidang tanah, tetapi ditanah itu ada tanaman orang yang 

menghibahkan, maka hibah tidak sah. Begitu juga apabila 

seseorang menghibahkan sebuah rumah, sedangkan rumah itu 

ada barang orang yang menghibahkan, maka hibahnya tidak 

sah. Dari persoalan ini muncul pula persoalan menghibahkan 

sapi yang masih hamil. Orang yang menghibahkan sapi itu 

menyatakan bahwa yang dihibahkan hanya induknya saja, 

sedangkan anak yang dalam perut induknya tidak. Hibah 

seperti ini pun hukumnya tidak sah.  

f) Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai (al-qabdh) 

penerima hibah. Menurut sebagian ulama Hanafiyah, 

Syafi’iyah, dan ulama Hanabilah lainnya mengatakan al-qabdh 

(penguasaan terhadap harta itu merupakan syarat terpenting 

sehingga hibah tidak dikatakan sah dan mengikat apabila syarat 

ini tidak terpenuhi. Akan tetapi, ulama Malikiyah menyatakan 

bahwa al-qabdh hanyalah syarat penyempurnaan saja, karena 

dengan adanya akad hibah, hibah itu telah sah. Berdasarkan 

perbedaan pendapat tentang al-qabdh ini, maka ulama 

Hanafiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa hibah 

ini belum berlaku sah hanya dengan adanya ijab dan qobul 

saja,  tetapi harus bersamaan dengan al-qadbh (bolehnya harta 

itu dikuasai), sekalipun secara hukum. Umpamanya, apabila 
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yang dihibahkan itu sebidang tanah, maka syarat al-qabdh nya 

adalah dengan menyerahkan surat menyurat tanah itu kepada 

orang yang menerima hibah. Apabila yang dihibahkan itu 

sebuah kendaraan, maka surat menyurat kendaraan dan 

kendaraannya langsung kepada penerima hibah.
20

 Al-Qabdh itu 

sendiri ada dua, yaitu: Pertama, al-Qabdh secara langsung, 

yaitu pemberian hibah langsung menerima harta yang 

dihibahkan itu dari pemberi hibah. Oleh sebab itu, penerima 

hibah disyaratkan orang yang telah cakap bertindak hukum. 

Kedua, Al-qabdh melalui kuasa pengganti. Kuasa hukum dalam 

menerima harta hibah ini ada dua, yaitu: 

(1) Apabila yang menerima hibah adalah seseorang yang tidak 

atau belum cakap bertindak hukum, maka yang menerima 

hibahnya adalah walinya,  

(2) Apabila harta yang dihibahkan itu berada ditangan 

penerima hibah, seperti harta itu merupakan titipan 

ditangannya, atau barang itu ia ambil tanpa izin (al-gasb), 

maka tidak perlu lagi penyerahan dengan al-qabdh karena 

harta yang dihibahkan telah berada di bawah penguasaan 

penerima hibah.
21
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2) Syarat-syarat bagi Penghibah         

a) Barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah, dengan 

demikian tidaklah sah menghibahkan barang milik orang lain. 

b) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh 

sesuatu alasan. 

c) Penghibah adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum 

(dewasa dan tidak kurang akal). 

d) Penghibah tidak dipaksa untuk memberikan hibah.
22

    

 

3) Syarat-syarat Penerima Hibah 

Bahwa penerima hibah haruslah orang yang benar-benar ada 

pada waktu hibah dilakukan. Adapun yang dimaksudkan dengan 

benar-benar ada ialah orang tersebut (penerima hibah) sudah lahir. 

Dan tidak dipersoalkan apakah ia anak-anak, kurang akal, dewasa. 

Dalam hal ini setiap orang dapat menerima hibah, walau 

bagaimanapun kondisi fisik dan keadaan mentalnya. Dengan 

demikian memberi hibah kepada bayi yang masih ada dalam 

kandungan adalah tidak sah.  

Adapun menyangkut pelaksanaan Hibah menurut ketentuan 

syari’at Islam sebagai berikut: 

a) Penghibahan dilaksanakan semasa hidup, demikian juga 

penyerahan barang yang dihibahkan. 
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b) Beralihnya hak atas barang yang dihibahkan pada saat 

penghibahan dilakukan, dan jika si penerima hibah dalam 

keadaan tidak cakap bertindak (misalnya belum dewasa atau 

kurang sehat akalnya), maka penerimaan dilakukan oleh 

walinya. 

c) Dalam melaksanakan penghinbahan haruslah ada pernyataan, 

terutama sekali oleh penerima hibah. 

d) Penghibahan hendaknya dilaksanakan dihadapan beberapa 

orang saksi (hukumnya sunat), hal ini dimaksudkan untuk 

menghindari saling sengketa dibelakang hari.
23

 

Hibah “pemberian” tidak sah jika tergantung kepada sesuatu 

yang akan terjadi. Seperti seseorang berkata, “jika hal ini terjadi, 

maka saya akan memberimu ini”.
24

 

Pemberian juga tidak sah jika hanya untuk jangka waktu 

tertentu. Seperti seseorang berkata “saya memberikanmu ini 

kepadamu selama satu bulan, atau satu tahun”. Karena pemberian 

adalah bentuk penyerahan kepemilikan terhadap sesuatu, sehingga 

tidak ada pembatasan waktu di dalamnya, sebagaimana dalam jual 

beli. 

Akan tetapi, terdapat pengecualian dalam hal ini, yaitu 

dibolehkan menggantungkan pemberian kepada kematian. Seperti 

seseorang berkata “Jika saya meninggal, maka saya memberikan 
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ini dan ini kepadamu”. Hal ini dibolehkan dan merupakan wasiat 

dari pemberi.
25

 

 

4. Macam-macam Hibah  

a. Hibah Selamanya (Umra)  

Umra adalah salah satu jenis hibah yang diberikan oleh 

seseorang kepada orang lain sepanjang umurnya. Artinya, jika orang 

yang diberi hibah meninggal, maka barang yang dihibahkan itu 

kembali kepada orang yang telah memberi hibah. Itu dilakukan dengan 

lafadzh, (Aku menjadikan barang ini milikmu sepanjang umurmu). 

Nabi Muhammad SAW menilai tindakan mengambil kembali barang 

yang dihibahkan setelah orang yang diberi hibah meninggal sebagai 

sesuatu yang tidak sah. Dan dalam umra, beliau menetapkan 

kepemilikan atas barang yang dihibahkan kepada orang yang diberi 

hibah, jika penerima hibah meninggal, maka diberikan kepada ahli 

warisnya. Nabi SAW bersabda: 

 ، يرَثُِ هَا مَنْ يرَشُِهُ مِنْ عَقِبِهِ مِنْ بَ عْدِهِ مَنْ أعُْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلعَِقِبِهِ 

Artinya: “Barang siapa diberi umra, maka umra itu adalah miliknya 

dan milik anak cucunya. Umra itu diwarisi oleh siapa saja 

yang mewarisinya diantara anak cucu setelahnya”.
26

 

 

Jabir juga meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda: 

اَ رَجُلٍ أعُْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلعَِقِبِهِ فإَِن َّهَا للَِّذِي أعُْطِيَ هَا، لًَ تَ رْجِعُ إِلََ  أيُُّّ
 الَّذِيْ أعَْطاَهَا لِِنََّهُ أعَْطَى عَطاَءً وَقَ عَتْ فِيْهِ الْمَوَاريِْثُ 
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Artinya: “Laki-laki mana saja yang diberi umra, baginya dan bagi 

anak cucunya, maka umra itu adalah milik orang yang 

diberi. Umra itu tidak kembali kepada orang yang memberi 

karena dia telah memberikan sesuatu pemberian yang 

padanya berlaku (hukum) warisan atasnya”.
27

 

 

Sementara itu, Malik berpendapat bahwa umra adalah pemberian 

kepemilikan atas manfaatnya, bukan barangnya itu sendiri. Jika umra 

ditetapkan bagi seseorang, maka umra adalah miliknya sepanjang 

umurnya dan tidak diwariskan. Dan jika umra ditetapkan baginya dan 

anak cucu setelahnya, maka umra diwariskan kepada anak cucunya.  

 

b. Perjanjian Hibah untuk Selamanya (Ruqba). 

Ruqba adalah perkataan seorang laki-laki kepada rekannya “Aku 

meruqbakan rumahku kepadamu dan menjadikannya sebagai milikmu 

selama hidupmu.” Jika kamu meninggal sebelumku, maka rumah itu 

kembali kepadaku. Dan jika aku meninggal sebelummu, maka rumah 

itu adalah milikmu dan milik anak cucumu. Dengan demikian masing-

masing dari keduanya menantikan kematian rekannya. Dan rumah 

yang dijadikan sebagai ruqba itu menjadi milik siapa saja yang tersisa 

antara keduanya. Mujahid berkata. “umra adalah perkataan seorang 

laki-laki kepada laki-laki lain, “Barang ini adalah milikmu selama 

kamu masih hidup”. Jika laki-laki pertama mengatakan itu, maka 

barang tersebut adalah milik laki-laki kedua dan ahli warisnya. Dan 

ruqba adalah perkataan seorang laki-laki kepada laki-laki lain. “Barang 

ini adalah milik siapa saja yang tersisa diantara aku dan kamu.” 
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Ruqba disyariatkan dalam Islam. Jabir r.a meriwayatkan bahwa 

Nabi Saw bersabda: 

 الْعُمْرَى جَائزَِةٌ لَِِهْلِهَا وَالرُّقْ بََ جَائزَِةٌ لَِِهْلِهَا
Artinya: “Umra dibolehkan bagi pemiliknya dan ruqba dibolehkan 

bagi pemiliknya.”
28

 

 

Hukum ruqba sama dengan hukum umra menurut Syafi’i dan 

Ahmad. Dan ini adalah zahir hadits. Sementara itu, Abu Hanifah 

berpendapat bahwa umra diwariskan dan ruqba adalah pinjaman.
29

  

 

5. Hibah Seluruh Harta 

Jumhur ulama berpendapat, seseorang boleh menghibahkan semua 

harta yang dimilikinya kepada orang lain. Sementara itu, Muhammad bin 

Hasan dan beberapa ulama dari Mazhab Hanafi berpendapat, tidak boleh 

menghibahkan semua harta, meskipun bagi pintu-pintu amal. Mereka 

menganggap orang yang melakukan hibah semacam itu sebagai orang 

yang bodoh. Penulis ar-Raudhah an-Nadiyyah telah mengkaji 

permasalahan ini dan berkata “Barang siapa yang memiliki kesabaran 

menghadapi kemiskinan, maka tidak masalah baginya untuk 

menyedekahkan sebagian besar hartanya atau semuanya.” Dan barang 

siapa yang masih hendak meminta-minta kepada manusia apabila 

membutuhkan sesuatu, maka tidak halal baginya untuk menyedekahkan 

semua hartanya atau sebagian besarnya.
30
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6. Hibah sebagai Pengganti Nafkah Anak  

Hibah pada prinsipnya adalah pemberian sukarela tanpa adanya 

pengganti.  

 تََلِْيْكٌ مُنْجِزٌ مُطْلَقٌ فِِ عَيٍْْ حَالَ الْْيََاةِ بِلََعِوَضٍ وَلَوْ مِنَ الًَْعْلَى
Artinya: “Pemilikan yang munjiz (selesai) dan muthlak pada sesuatu 

benda ketika hidup tanpa penggantian meskipun dari yang lebih 

tinggi”.
31

 

 

a. Hukum (Ketetapan)  

Hibah Dasar dari ketetapan hibah adalah tetapnya barang yang 

dihibahkan bagi mauhublah (penerima hibah) tanpa adanya pengganti. 

b. Sifat Hukum Hibah  

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sifat kepemilikan pada hibah 

adalah tidak lazim. Dengan demikian, dapat dibatalkan oleh pemberi 

sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW. Dari Abu 

Hurairah: 

هَا  الَْوَاهِبُ أَحَقُّ بِِبَِّتِهِ مَالََْ يُ ثبَِّتْ مِن ْ
Artinya: “Pemberi hibah lebih berhak atas barang yang dihibahkan 

selama tidak ada pengganti”
32

 

 

Ulama Hanafiyah berpendapat perkara yang melarang wahib 

mengembalikan barang yang telah dihibahkan, yaitu: 

a. Pengganti yang disyaratkan dalam akad. Ulama Malikiyah, Hanabilah, 

dan Syafi’iyah menganggap hibah, seperti ini sebagai jual-beli bukan 

hibah. 
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b. Pengganti yang diakhirkan. 

c. Pahala dari Allah, sedekah kepada orang fakir tidak boleh diambil lagi. 

d. Pemberian dalam rangka silaturahmi. 

e. Pemberian dalam hubungan suami-istri. 

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa harta yang telah diberikan, jika 

sudah dipegang tidak boleh dikembalikan terkecuali pemberian orang tua 

kepada anaknya yang masih kecil, jika belum bercampur dengan hak 

orang lain, seperti nikah atau anak tersebut tidak memiliki hutang.
33

 

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB IV Pasal 716 

dijelaskan bahwa: “Apabila sesuatu diberikan sebagai pengganti harta 

hibah dan diterima oleh penghibah, maka penghibah itu tidak berhak 

berhak menarik menarik kembali hibahnya”.
34

 

Memberikan hibah kepada orang yang kita cintai tentu saja 

dibolehkan, seperti memberikan hibah kepada anak yang memang kerabat 

yang paling dekat karena anak membutuhkan nafkah dan kebutuhan yang 

harus ia penuhi dari orang tuanya, dari ia masih dalam kandungan sampai 

ia dewasa tak akan pernah terputus meskipun terjadinya putus perkawinan 

antara kedua orang tuanya, ayah sebagai wali tidak terlepas dari tanggung 

jawab nafkah anak. 
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B. Nafkah Anak 

1. Pengertian Nafkah 

Nafkah adalah semua hajat dan keperluan yang berlaku menurut 

keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya. 

Jadi yang dimaksud dengan nafkah disini adalah kewajiban suami 

terhadap istri dan anak-anaknya untuk memenuhi kebutuhan. Memberikan 

nafkah terutama ayah terhadap anak, bila terjadi perceraian antara suami 

istri maka kewajiban memberi nafkah kepada anak tetap ditanggung oleh 

ayahnya sampai ia dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.
35

   

Tanggung jawab orang tua terhadap anak seperti memberikan nafkah 

merupakan perwujudan atas hak-hak yang dimiliki anak, apabila orang tua 

mampu berperan sebagaimana yang diharapkan maka anak akan tumbuh 

menjadi kebanggaan bagi orangtuanya.  

 

2. Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak 

Tanggung jawab orang tua terhadap anak diatur dalam Konvensi 

PBB, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 4 

Tahun 1979, sebagai berikut: 

Dalam Konvensi PBB tentang hak-hak anak, hanya terdapat satu 

peraturan tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak, yaitu orang tua 

bertanggung jawab untuk membesarkan dan membina anak, negara 
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mengambil langkah membantu orang tua yang bekerja agar anak mendapat 

perawatan dan fasilitas.
36

 

Kemudian  dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memang tidak 

mengatur hak-hak anak karena tujuan undang-undang ini untuk mengatur 

pasangan suami-isteri, walaupun demikian juga diatur tentang tanggung 

jawab orang tua terhadap anak dalam Bab X Pasal 45 sampai dengan Pasal 

49, sebagai berikut: 

a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka 

sebaik-baiknya. Kewajiban ini berlaku sampai anak itu kawin atau 

belum dapat berdiri sendiri, dan berlangsung terus menerus meskipun 

perkawinan antara kedua orang tua putus. 

b. Orang tua mewakili anak yang di bawah kekuasaannya, mengenai 

segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. 

c. Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan 

barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 

tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila 

kepentingan anak itu menghendakinya. 

d. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap 

berkewajiban untuk memberi biaya pendidikan kepada anaknya.
37

 

 

3. Akibat Putusnya Perkawinan 

a. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak 

tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak nya, semata-

mata berdasarkan kepentingan anak. 

b. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, bapak yang 

bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan 

yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak 
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dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan 

bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.  

Selanjutnya dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tanggung 

jawab orang tua terhadap anak diatur dalam Bab II Pasal 9 dan Pasal 10, 

yang menyebutkan bahwa orang tua adalah yang pertama-tama 

bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara 

rohani, jasmani maupun sosial. 

Apabila orang tua dicabut kuasa asuhnya dan ditunjuk oleh wali 

untuk anaknya, karena orang tua terbukti melalaikan tanggung jawabnya, 

tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk 

membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan, 

dan pendidikan anaknya.
38

 

 

C. Hibah dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Pemeliharaan Anak  

1. Hibah dalam Hukum Ekonomi Syariah 

Hibah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah diatur dalam 

buku III Bab VI. 

BAB I Ketentuan Umum Pasal 668 sebagai berikut: 

a. Hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain 

tanpa imbalan apapun.  

b. Penghibah adalah orang yang memberikan barang dengan cara 

menghibahkan. 
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c. Penerima hibah adalah orang yang menerima hibah.  

d. Mauhub adalah barang yang dihibahkan. 

e. Hadiah (pemberian) adalah barang yang diberikan atau dikirimkan 

kepada seseorang sebagai tanda penghormatan kepadanya. 

f. Shadaqah adalah barang yang diberikan, semata-mata karena 

mengharapkan pahala.
39

 

 

2. Pemeliharaan Anak  

Dalam Islam pemeliharaan anak disebut dengan hadanah. Secara 

etimologis, hadanah ini berarti “disamping” atau berada “di bawah 

ketiak”. Sedangkan secara terminologisnya, hadanah merawat dan 

mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan 

kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri. 

Para ulama sepakat bahwasanya hukum hadanah, mendidik dan 

merawat anak wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal ini apakah hadanah 

ini menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak. Ulama madzhab 

Hanafi dan Maliki misalnya berpendapat bahwa hak hadanah itu menjadi 

hak ibu sehingga ia dapat saja menggugurkan haknya. Tetapi Menurut 

jumhur ulama, hadanah itu menjadi hak bersama antara orang tua dan 

anak. Bahkan Menurut Wahbah al-Zuhaily, hak hadanah adalah hak 

bersyarikat antara ibu, ayah dan anak. Pemeliharaan anak  juga 

mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, 

memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup 

                                                             
39

 Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum., h. 206. 



 

 

33 

dari seorang anak oleh orang tua. Tanggung jawab pemeliharaan berupa 

pengawasan dan pelayanan serta pencakupan nafkah anak tersebut berlaku 

sampai anak tersebut mencapai batas umur dewasa yang telah mampu 

berdiri sendiri.
40

  

Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah kewajiban 

orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang 

memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai 

kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut 

yang akan dikembangkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai 

landasan hidup dan penghidupannya setelah ia lepas dari tanggung jawab 

orang tua.
41

 

 

a. Dalam Pasal 41 UU Perkawinan sebagai berikut:  

Pasal 45 

1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak 

mereka sebaik-baiknya. 

2) Kewajiban orang tua yang dimaksud di dalam ayat (1) pasal ini 

berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban 

mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua 

putus. 

Pasal 46 

1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka 

yang baik. 

2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut 

kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, 

bila mereka itu memerlukan bantuannya.  
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Pasal 47 

1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau 

belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan 

orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.  

2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan 

hukum di dalam dan di luar  Pengadilan.
42

  

 

 

b. Pemeliharaan Anak dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 

Pemeliharaan anak (hadanah) diatur dalam KHI buku I Bab XIV 

Pemeliharaan Anak  Pasal 98, 104 KHI, sebagai berikut:  

BAB I  

KETENTUAN UMUM  

PASAL 1  

Pemeliharaan anak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, 

memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri 

sendiri; 

Pasal 98 

1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 

tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental 

atau belum pernah melangsungkan perkawinan. 

2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan 

hukum di dalam dan di luar Pengadilan. 

3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat 

yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang 

tuanya tidak mampu.  

Pasal 104 

1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada 

ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya 

penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi 

nafkah kepada ayahnya atau walinya.  
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2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat 

dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan 

persetujuan ayah dan ibunya.
43

 

 

3. Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian 

Menurut ketentuan hukum perkawinan di Indonesia, meskipun  

terjadi perceraian antara suami istri, mereka masih tetap berkewajiban 

memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang semata-mata ditujukan 

bagi kepentingan anak. Dalam pemeliharaan tersebut walaupun pada 

praktiknya dijalankan oleh salah seorang dari mereka, tidak berarti bahwa 

pihak lainnya terlepas dari tanggung jawab terhadap pemeliharaan 

tersebut. Jika terjadi perceraian, siapakah yang berhak untuk memelihara 

si anak.
44

 

Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar 

ada peristiwa, bahwasannya seorang wanita menghadap Rasulullah 

kemudian berkata:  

رَ سُوْ لَ ا لِله ه ذََ ا كَنَ  ايَ : قآَ لَ تْ  ا مْ رَ أةًَ   رَ أَ نَّ عَ بْدِ الِله ابْنِ عُ مَ  نْ عَ 
هُ ا ءٌ، فَ زَ عَ مَ أَ بُ وْ لهَُ سَقَ  حَوَ اءٌ وَثَدِ يْ   جْ رِ يْ لَهُ حِ  ىْ لَهُ وِ ع اََ ءٌ وَ  ِ بَطْن

رواه ا حم د وا بو ) .مَا لَ مْ تَ نْكِ حَىحَقُّ أَ نْ تِ أَ : انَّهُ اَ حَ قُّ مِ نََّّ فَ قَا لَ 
 (داود والبيهقى والْا ك م و ص ح حه

Artinya: “Ya Rasulullah bahwasanya anakku ini perutkulah yang 

mengandungnya, asuhankulah yang mengawasinya, dan air 

susukulah minumannya. Bapaknya hendak mengambilnya 

dariku, naka bersabda Rasulullah, engkau lebih berhak untuk 
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memelihara (anak itu), selama engkau belum menikah (dengan 

lelaki lain).”
45

 

 

Dengan demikian jelaslah jika terjadi perceraian, maka yang berhak 

memelihara anak yang belum mumayyiz tersebut adalah dari pihak istri. 

Alasannya adalah: 

a. Sebagai ibu ikatan batin dan kasih sayang dengan anak cenderung 

selalu melebihi kasih sayang sang ayah. 

b. Derita keterpisahan seorang ibu dengan anaknya akan terasa lebih 

berat dibanding derita keterpisahan dengan seorang ayah. 

c. Sentuhan tangan keibuan yang lazimnya dimiliki oleh ibu akan lebih 

menjamin pertumbuhan mentalitas anak secara lebih sehat.
46

 

 

Dalam Pasal 41 UU Perkawinan apabila perkawinan putus karena 

perceraian, maka akibat itu adalah: 

1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan 

mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, 

bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak. 

Pengadilan memberikan keputusannya; 

2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan 

dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam 

kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, 

Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya 

tersebut; 

3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk 

memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu 

kewajiban bagian bekas istri.
47
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Pemeliharaan anak (hadanah) diatur dalam KHI buku I Bab XIV 

Pemeliharaan Anak  Pasal 98, 104 KHI dalam hal terjadi perceraian:  

Pasal 105 

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 

tahun adalah hak ibunya; 

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak 

untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak 

pemeliharaannya; 

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. 

 

Pasal 106 

a. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya 

yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak 

diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena 

keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu 

menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi. 

b. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena 

kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).
48

 

 

D. Hibah sebagai Pengganti Nafkah Anak  

1. Pendapat Ulama tentang Hibah sebagai Pengganti Nafkah Anak 

Hibah menurut syariat berarti kepemilikan terhadap sesuatu dalam 

kehidupan ini tanpa ganti rugi. Lafazh hibah mengandung beberapa jenis, 

diantaranya ialah hadiah yang tidak terbatas, membebaskan dari hutang, 

sedekah, athiyah, hibah imbalan, yang diantara hal-hal ini ada 

perbedaannya. Hibah tak terbatas ialah yang dimaksudkan sebagai 

perwujudan kasih sayang terhadap orang yang diberi hibah. Sedekah ialah 

yang dimaksudkan untuk mencari pahala akhirat. Athiyah ialah hibah 

ketika seseorang sedang sakit yang dirasakan akan meninggal, yang 
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biasanya hukum  athiyah ini bersekutu dengan wasiat. Hibah hutang ialah 

yang dimaksudkan untuk membebaskan orang yang berhutang dari 

hutangnya. Hibah imbalan ialah yang dimaksudkan untuk mendapat 

imbalan, yang termasuk dalam jenis jual-beli dan memiliki hukum-

hukumnya tersendiri. Tapi jika digunakan nama hibah, maka yang 

dimaksudkan adalah jenis pertama. Hibah mempunyai beberapa faedah 

hukum, seperti untuk memupuk kema’rufan, saling tolong-menolong, 

kasih sayang. Di dalam hadits disebutkan, “Hendaklah kalian saling 

memberi hadiah, niscaya kalian saling mencintai.” Apalagi jika terhadap 

kerabat dekat, seperti anak, tetangga atau terhadap orang yang ada 

permusuhan antara dia denganmu. Dalam keadaan seperti ini akan 

terwujud kemaslahatan dan manfaat yang banyak. Hibah ini termasuk jenis 

ibadah yang agung, yang senantiasa meresap di dalam dada, menguatkan 

hubungan kekerabatan. Syarat bertujuan untuk segala kebaikan dan 

kemaslahatan.
49

  

 

Di dalam Hadits Kedua Ratus Delapan Puluh Lima dijelaskan 

sebagai berikut: 

حَملَْتُ عَلَى فَ رَسٍ فِ سَبِيْلِ الِله، فأََضَاعَهُ : عَنْ عُمَرَ رَىِيَ الُله عَنْهُ قاَلَ 
عُهُ بِرُخْصٍ، فَسَألَْتُ  الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فأََرَدْتُ أَنْ أَشْتََيِهَُ، فَظَنَ نْتُ أنََّهُ يبَِي ْ
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تََهِِ، وَلًَتَ عُدْ فِ صَدَقتَِكَ، وَإِنْ لًَتَشْ : النَّبَِّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ 
 أعَْطاَكَهُ بِدِرْهَمٍ، فإَِنَّ الْعَائدَِ فِ هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِ قَ يْئِهِ 

Artinya: “Dari Umar Radhiyallahu Anhu, dia berkata, ‘Aku pernah 

memberikan seekor kuda untuk digunakan di jalan Allah, namun 

orang yang kuberi kuda itu menelantarkannya. Maka aku hendak 

membelinya dan aku menduga dia akan menjual kuda itu dengan 

harga yang murah. Maka aku bertanya kepada Nabi 

ShallallahuAlaihi wa Salam. Maka beliau menjawab, ‘Janganlah 

engkau membelinya dan jangan engkau tarik kembali 

sedekahmu, meskipun dia menyerahkannya dengan harga satu 

dirham, karena orang yang menarik kembali hibahnya seperti 

orang yang menjilat kembali muntahannya”.
50

 

 

Di dalam hadits di atas dijelaskan bahwa seseorang tidak 

diperbolehkan mengambil atau menarik kembali sesuatu yang telah 

dihibahkan dengan alasan penerima hibah tidak menjaga barang yang telah 

dihibahkan, namun Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa akad hibah itu 

tidak mengikat. Oleh sebab itu, pemberi hibah boleh saja mencabut 

kembali hibahnya. Alasan yang mereka kemukakan adalah sabda 

Rasulullah SAW: 
هَا  الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِِبَِتِهِ مَالََْ يَ ثُبْ عَلَي ْ

Artinya: “Orang yang menghibahkan hartanya hartanya lebih berhak 

terhadap hartanya, selama hibah itu tidak diiringi ganti rugi”. 

(HR Ibnu Majah, ad-Daruquthni, ath-Thabrani, dan al-Hakim).  

 

Ulama Hanafiyah juga menjelaskan hal-hal yang dapat menghalangi 

pencabutan hibah itu kembali, yaitu: 

a. Apabila penerima hibah memberi imbalan harta/uang kepada pemberi 

hibah dan penerima hibah menerimanya, karena dengan diterimanya 
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imbalan harta/uang itu oleh pemberi hibah, maka tujuannya jelas untuk 

mendapatkan ganti rugi. Dalam keadaan begini, hibah itu tidak boleh 

dicabut kembali, sesuai dengan sabda Rasulullah di atas. Ganti rugi 

atau imbalan itu boleh diungkapkan dalam akad, seperti “saya 

hibahkan rumah saya pada engkau dengan syarat engkau hibahkan 

pula kendaraanmu pada saya, atau diungkapkan setelah sahnya akad. 

Untuk yang terakhir ini, boleh dikaitkan dengan hibah, seperti 

ungkapan penerima hibah “kendaraan ini sebagai imbalan dari hibah 

yang engkau berikan pada saya, dan boleh juga ganti rugi/imbalan itu 

tidak ada kaitannya dengan hibah. Apabila ganti rugi/imbalan setelah 

akad itu dikaitkan dengan hibah, maka hibahnya tidak boleh dicabut. 

Akan tetapi, apabila ganti rugi/imbalan itu diberikan tanpa terkait sama 

sekali dengan akad, maka pemberi hibah boleh menarik kembali 

hibahnya. 

b. Apabila imbalannya bersifat maknawi, bukan bersifat harta, seperti 

mengharapkan pahala dari Allah, untuk mempererat  hubungan 

silaturahmi, dan hibah dalam rangka memperbaiki hubungan suami 

istri, maka dalam kasus seperti ini hibah, menurut ulama Hanafiyah, 

tidak boleh dicabut. 

c. Hibah tidak boleh dicabut, menurut ulama Hanafiyah, apabila 

penerima hibah telah menambah harta yang dihibahkan itu dengan 

tambahan yang tidak boleh dipisahkan lagi, baik itu hasil dari harta 

yang dihibahkan maupun bukan. Misalnya, harta yang dihibahkan itu 
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adalah sebidang tanah, lalu penerima hibah menanaminya dengan 

tumbuh-tumbuhan yang berbuah, atau yang dihibahkan itu sebuah 

rumah, lalu rumah itu ia jadikan bertingkat. Akan tetapi, apabila 

tambahan itu bersifat terpisah, seperti susu dari kambing yang 

dihibahkan atau buah-buahan dari pohon yang dihibahkan, maka boleh 

hibah itu dicabut. 

d. Harta yang dihibahkan itu telah dipindahtangankan penerima hibah 

melalui cara apa pun, seperti menjualnya, maka hibah itu tidak boleh 

dicabut. 

e. Wafatnya salah satu pihak yang berakad hibah. Apabila penerima 

hibah atau pemberi hibah wafat, maka hibah tidak boleh dicabut. 

f. Hilangnya harta yang dihibahkan atau hilang disebabkan 

pemanfaatannya, maka hibah pun tidak boleh dicabut.
51

  

Sedangkan di dalam buku Terjemahan Fat-Hul Mu’in dijelaskan bahwa:  

عُهَا غَالبًِا اوَْدَيْنٍ ( تََلِْيْكُ عَيٍْْ : الَْْبَِةُ )  (بِلََعِوَض) مِنْ اهَْلِ تَ بَ رُّعٍ يَصِحُّ بَ ي ْ

Artinya: “Hibah artinya menjadikan hak milik suatu barang yang sah 

menurut kebanyakan” atau “piutang dari orang yang ahli ber-

tasharruf, tanpa imbalan”.
52

 

قَةً عَنِ الْبَ يْعِ، وَالْْبَِةِ بثِ َ ( بِلََعِوَض)وَاحْتَ رَزَبِقَوْلنَِا   وَابٍ فاَِن َّهَا بَ يْعٌ حَقِي ْ

Artinya: “Dikecualikan dari perkataan kami “tanpa imbalan” yaitu jual 

beli dan hibah yang berbalas, sebab hibah yang berbalas pada 

hakikatnya sama dengan jual beli”.
53
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Berdasarkan keterangan-keterangan di atas dapat disimpulkan 

bahwa hibah yang berbalas artinya hibah imbalan/pengganti ada Ulama 

yang memperbolehkan dan ada yang menyebutkan bahwa hibah tersebut 

sama dengan jual beli.   

 

2. Ketentuan Hibah didalam Kompilasi Hukum Islam 

Hibah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia buku II Bab VI 

Pasal 210 sampai dengan Pasal 215 sebagai berikut:  

BAB I  

KETENTUAN UMUM  

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan 

dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.  

Pasal 210 

a. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat 

tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 

harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang 

saksi untuk dimiliki. 

b. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. 

 

Pasal 211 

Hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.   

Pasal 212 

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada 

anaknya.  

Pasal 213 

Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang 

dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari hali 

warisnya. 
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Pasal 214 

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat 

hibah dihadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat 

sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.
54

 

 

3. Hibah sebagai Pengganti Nafkah Anak dalam HESy 

Hibah didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah diatur dalam buku III 

Bab VI, sebagai berikut: 

BAB I Ketentuan Umum 

Pasal 668  

Hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain 

tanpa imbalan apapun. 

Pasal 716 

Apabila sesuatu diberikan sebagai pengganti harta hibah dan diterima oleh 

penghibah, maka penghibah itu tidak berhak menarik kembali hibahnya. 

 

Pasal 718 

Apabila orang yang menerima hibah memanfaatkan kepemilikannya 

dengan cara menjual hibah itu atau membuat hibah lain dari hibah itu dan 

memberikannya kepada orang lain, maka penghibah tidak mempunyai hak 

untuk menarik kembali hibahnya.
55
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). 

Penelitian lapangan adalah suatu pemeriksaan atau pengujian yang teliti 

dan kritis dalam mencari fakta, atau prinsip-prinsip penyelidikan yang 

tekun guna memastikan suatu hal.
1
 

Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian lapangan merupakan 

suatu penelitian yang bertujuan untuk meneliti suatu hal yang terjadi di 

dalam masyarakat. Di dalam hal ini lokasi yang akan diteliti berada di 

Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung 

Timur. 

 

2. Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data eksplanatif berupa penjelasan dan alasan dalam bentuk 

hubungan sebab akibat.
2
 Penelitian eksplanatif dilakukan dengan tujuan 

utama untuk mengetahui mengapa atau sebab akibat pemberian hibah 

orang tua sebagai pengganti nafkah anak. 
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Metode penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk melihat 

prilaku dalam situasi yang sebenarnya tanpa adanya rekayasa, serta 

meningkatkan kedalaman pemahaman peneliti terhadap fenomena yang 

tengah diteliti. 

Penelitian ini bersifat eksplanatif-kualitatif, karena peneliti berupaya 

untuk menjelaskan pelaksanaan pemberian hibah orang tua sebagai 

pengganti nafkah anak serta sebab akibat apa yang menyebabkan 

pemberian hibah orang tua sebagai pengganti nafkah anak ditinjau dari 

Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini bersifat kualitatif, karena 

penelitian mengacu pada teori, konsep, dan penelitian yang dilakukan 

berdasarkan kehidupan rill (alamiah) dengan maksud untuk mencari tahu 

secara mendalam dan memahaminya.  

 

B. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh.
3
 Penelitian 

ini menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan permasalahan yang 

hendak  diungkapkan, yaitu: 

1. Sumber Data Primer 

Data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari 

sumbernya.
4
 Sumber data primer dalam penelitian ini antara lain Bapak 

Supriyanto selaku pemberi hibah, Ibu Nurul selaku wali penerima hibah, 

Bapak Yahmin, dan Bapak Waris selaku saksi-saksi berdasarkan hasil 
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wawancara tersebut peneliti mendapatkan informasi dan data hasil laporan 

yang dapat mendukung penelitian ini.  

 

2. Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder yaitu sumber dari buku-buku untuk 

mendapatkan pengetahuan tambahan yang berbeda dengan pengumpulan 

analisis data yang sebelumnya.
5
 Sumber data sekunder dalam penelitian ini 

yakni berupa, buku-buku yang berkaitan dengan masalah misalnya seperti 

buku:  

a. Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, Syarah Hadits Pilihan.  

b. Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah. 

c. Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah. 

d. Serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHESy). 

 

C. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling  utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. 

Pengumpulan data pada dasarnya merupakan suatu kegiatan operasional agar 

tindakannya masuk pada pengertian penelitian yang sebenarnya.
6
 Mencermati 

uraian di atas, maka metode pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti 

dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan dokumentasi. 

 

  

                                                             
5
 Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei, (Jakarta: LP3ES, 2012), h. 11. 

6
 Sugiyono, Metode Penelitian., h. 375-376. 
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1. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
7
 

Dalam penelitian ini untuk dapat mencapai apa yang diharapkan 

maka peneliti menggunakan wawancara Pembicaraan Informal. 

Maksudnya dalam wawancara ini pertanyaan yang diajukan tergantung 

pada pewawancara itu sendiri. Hubungan pewawancara dengan 

terwawancara adalah dalam suasana biasa, wajar, sedangkan pertanyaan 

dan jawabannya berjalan seperti pembicaraan biasa.
8
 Peneliti akan 

mewawancarai Bapak Supriyanto selaku Pemberi Hibah, Ibu Nurul selaku 

Wali penerima Hibah, Bapak Paisal Bari selaku Kepala Desa Kedaton 1 

serta Bapak Yahmin dan Bapak Waris selaku saksi-saksi. 

 

2. Metode Dokumentasi  

Dokumentasi adalah hal-hal atau variabel yang merupakan catatan, 

transkip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya.
9
 Mencari data 

mengenai yang menjadi sumber data adalah referensi yang berkaitan 

dengan Hibah dan nafkah anak antara lain buku yang berjudul “Fiqih 

Muamalah dan Hukum Perdata Islam di Indonesia”, dan masih banyak 

buku lagi yang digunakan dalam penelitian ini serta struktur kepengurusan 

                                                             
7
 Lexy J. Molfong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2011), h. 186. 
8
 Ibid., h. 187. 

9
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian., h. 281-282. 
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desa dan daftar nama pejabat Desa Jatimulyo yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

 

D. Teknik Analisis Data  

Analisis data merupakan babakan yang amat penting dalam penelitian. 

Bagaimanapun berhasilnya aktivitas penelitian sebelumnya, kegiatan 

pengelompokan dan pengelolaan data, dan akhirnya bagaimana yang 

diterapkan.
10

 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis data kualitatif karena data yang digunakan berupa informasi 

wawancara dalam bentuk pembicaraan kemudian dikaitkan dengan data 

lainnya untuk mendapat kejelasan terhadap fenomena yang diteliti. 

Setelah data terkumpul, dipilah-pilih dan disajikan, maka langkah 

selanjutnya adalah menarik kesimpulan dengan menggunakan metode 

induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus menuju kepada 

hal-hal yang umum. Metode tersebut peneliti gunakan untuk menganalisa 

kedudukan hibah sebagai pengganti nafkah anak setelah perceraian perspektif 

Hukum Ekonomi Syariah serta sebab akibat apa saja yang menyebabkan 

pemberian hibah orang tua sebagai pengganti nafkah anak di Desa Kedaton 1. 

 

 

 

 

                                                             
10

 Suratman, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 140. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Desa Kedaton I 

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Desa Kedaton 1, 

diketahui bahwa awal terbentuknya desa Kedaton 1 sekitar tahun 1986. Desa 

Kedaton I merupakan salah satu Desa Pemekaran dari Desa Kedaton 

Kecamatan Batanghari Nuban yang mulai berdiri sendiri pada tanggal 14 Juli 

1986, dan oleh beberapa tokoh masyarakat akhirnya Desa Kedaton I dapat 

berdiri sendiri sebagai Desa Definitif, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur 

Lampung tanggal 14 Juli 1986.
11

  

Selanjutnya pada tahun-tahun berikutnya para penduduk seperti orang-

orang daerah Jawa banyak yang bermigrasi ke Desa Kedaton I, oleh karena itu 

mayoritas penduduk Kedaton I bersuku Jawa kemudian mereka menetap di 

desa tersebut. Lambat laun desa ini berkembang menjadi banyak 

penduduknya.  

Desa Kedaton I terdiri atas 6 (enam) Dusun, 25 (dua puluh lima) Rukun 

Tetangga dan mata pencaharian penduduk Desa Kedaton I mayoritas petani, 

baik sawah maupun ladang dan tegalan, dengan hasil pertanian utama antara 

lain padi, singkong serta tanaman palawija. 

 

 

                                                             
11

 Hasil Wawancara dengan Bapak Paisal Bari selaku Kepala Desa Kedaton I, pada tanggal 

23 September 2017.  
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Batas-batas wilayah Desa Kedaton I meliputi: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rejo Asri Kec. Seputih Raman  

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kedaton Kecamatan Batanghari 

Nuban 

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kedaton Kecamatan Batanghari 

Nuban 

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tulung Balak Kecamatan 

Batanghari Nuban 

Berikut ini nama-nama yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa 

Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban: 

Tabel 1 

Nama-nama yang Pernah Menjabat sebagai Kepala Desa Kedaton I 

Kecamatan Batanghari Nuban 

 

No Nama Periode Keterangan 

1 Wagimin 1986 – 1993 Pj. Kepala Desa 

2 Paiman  1993 – 1994  Definitif  

3 Sunariono  1994 – 2001  Definitif 

4 Suradi  2001 Plh. Kepala Desa 

5 Poniran  2001 – 2003 Pj. Kepala Desa  

6 Muhidin  2003 – 2011  Definitif  

7 Paisal Bari 2011 – sekarang  Definitif  

Sumber: Lembaga Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa 

Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur 

 

 

1. Kondisi Geografis Desa Kedaton I  

Desa Kedaton I dengan luas wilayah 842,25 Ha, iklim Desa 

Kedaton I sebagaimana desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim 

kemarau dan penghujan. Hal tersebut berdampak terhadap pola tanam 
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yang ada di Desa Kedaton I seperti padi, jagung, kacang-kacangan, 

sayuran, buah-buahan dan lain-lain.
12

 

  

2. Data Penduduk Desa Kedaton I 

Tabel 2 

Jumlah Penduduk Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban 

Jumlah Total 2.834  Orang 

Jumlah Laki-laki 1.495  Orang 

Jumlah Perenpuan 1.339  Orang 

Jumlah Kepala Keluarga 810  KK 

Sumber: Lembaga Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa 

Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur 

 

Data penduduk Desa Kedaton I berdasarkan tingkat pekerjaan/mata 

pencaharian pokok 

Tabel 3 

Data Penduduk Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban  

Berdasarkan Jenis Pekerjaan/Mata Pencaharian 

 

No Pekerjaan/Mata Pencaharian Jumlah  

1 Petani 564 Orang 

2 Buruh tani 44 Orang 

3 Buruh swasta 44 Orang 

4 Pegawai negeri 27 Orang 

5 Perajin 5 Orang 

6 Pedagang 59 Orang 

7 Peternak 27 Orang 

8 Nelayan - Orang 

9 Dokter - Orang 

10 Bidan 2 Orang 

11 Mantri 1 Orang 

12 Perawat 1 Orang 

13 Sopir 23 Orang 

14 Dukun Bayi 2 Orang 

15. Dukun Pijat 3 Orang 

Sumber: Lembaga Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa 

Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur 

                                                             
12

 Hasil Wawancara dengan Bapak Paisal Bari selaku Kepala Desa Kedaton I, pada tanggal 

23 September 2017..   
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Tabel 4 

Data Penduduk Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban  

Berdasarkan Agama 

No  Agama Jumlah 

1 Islam 2.834 Orang 

2 Kristen - Orang 

3 Katholik 30 Orang 

Sumber: Lembaga Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa 

Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur 

 

B. Kedudukan Hibah Sebagai Pengganti Nafkah Anak Setelah Perceraian 

Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah  

1. Pelaksanaan Hibah Ayah kepada Anak di Desa Kedaton I 

Hibah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya adalah Akad yang 

menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan 

dilakukan secara sukarela. Dalam Islam hibah dimaksudkan untuk 

menjalin kerjasama sosial yang didalamnya terdapat rasa tolong menolong 

sesama manusia, sehingga terjalin hubungan silaturahmi dan kekeluargaan 

yang baik. Hibah kepada kerabat dekat seperti anak memang dianjurkan, 

apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syarat maka secara sah hibah 

menjadi sah.  

Untuk mempermudah pembahasan tentang hibah ayah kepada anak 

di Desa Kedaton I, peneliti akan menjelaskan sebagai berikut: 

Pada tahun 2016 di Desa Kedaton I telah dilaksanakan hibah rumah 

dan tanah oleh “ayah kepada anak yaitu Bapak Supriono kepada Reyzaki 

Erlangga”. Hibah itu  dilaksanakan dikediaman Bapak Supriono. Bapak 

Supriono memberikan hibah rumah beserta pekarangannya dan tanah 
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pertanian kepada anaknya Reyzaki Erlangga yang bagiannya sebagai 

berikut:  

- “Reyzaki Erlangga, anak dari  mantan istrinya yang bernama Nurul 

Ngatemi, mendapatkan hibah rumah beserta pekarangannya dengan 

luas 400 m
2
, dan tanah pertanian dengan luas 2500 m

2”
. 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Supriono diketahui bahwa 

pada tahun 2016 telah dilaksanakan penghibahan yang dilakukan oleh 

Bapak Supriono kepada anaknya yang bernama Reyzaki Erlangga pada 

saat itu beliau memberikan rumah beserta pekarangan dengan luas 400 m
2
 

dan tanah pertanian dengan luas 2500 m
2
, dikarenakan Reyzaki masih 

berusia dibawah umur maka Ibunya Nurul Ngatemi lah yang menjadi wali 

penerima hibah pada saat itu.
13

 

Bapak Supriono menuturkan sebagai berikut:  

“Pada saat saya memberikan rumah dan tanah hibah kepada anak saya, 

anak saya masih berusia 10 tahun dan belum cakap umurnya untuk 

menerima hibah itu sendiri. Oleh karena itu saya wakilkan kepada mantan 

istri saya yang bernama Nurul Ngatemi, saya berpesan kepada mantan istri 

saya bahwa rumah dan tanah itu bisa digunakan dan dimanfaaatkan untuk 

Reyzaki”.    

 

Menurut penuturan Bapak Supriono, pada saat dilaksanakan hibah, 

Bapak Supriono dan saudara-saudaranya yang lain hadir juga sudah 

dewasa dan mengetahui segalanya. Sehingga sudah bisa mengerti kejadian 

saat itu, pada saat proses penyerahan harta hibah, Bapak Supriono 

mengatakan dengan jelas bahwa rumah beserta pekarangan dan tanah 

                                                             
13

 Hasil Wawancara dengan Bapak Supriono selaku Pemberi Hibah, dicatat pada tanggal 25 

September 2017. 
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pertanian tersebut diberikan kepada Reyzaki untuk dipergunakan dan 

dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.  

Selanjutnya Bapak Supriono menuturkan sebagai berikut: 

“Pada saat itu saya memberikan rumah dan tanah kapada anak saya yang 

bernama Reyzaki, disaksikan sendiri oleh saya, mantan istri saya, saudara-

saudara saya dan juga disaksikan oleh pejabat desa” 

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Nurul 

Ngatemi selaku mantan istri Bapak Supriono yaitu Ibu dari Reyzaki 

Erlangga penerima hibah, Ibu Nurul menuturkan sebagai berikut: 

“Memang pada tahun 2016  saya sebagai wali dari anak saya  menerima 

rumah beserta pekarangan dengan luas 400 m
2
 dan tanah pertanian dengan 

luas 2500 m
2
 dari ayah Reyzaki. Ayah Reyzaki mengatakan “rumah dan 

tanah ini milik Reyzaki gunakan dan manfaatkan sebaik-baiknya untuk 

Reyzaki, disaksikan oleh saudara saya maupun saudara Bapak 

Supriono”.
14

  

   

Menurut penjelasan Ibu Nurul pelaksanaan hibah tahun 2016 

dilakukan oleh Bapak Supriono. Pemberian hibah dilakukan olehnya dan 

disaksikan oleh saudara-saudara mereka. Pada saat itu Bapak Supriono 

berpesan agar rumah beserta pekarangan dan tanah pertanian itu digunakan 

dan dimanfaatkan untuk Reyzaki. 

Selanjutnya untuk menguatkan hasil wawancara di atas, peneliti 

melakukan wawancara dengan Bapak Waris, saudara tertua dari Bapak 

Supriono menjelaskan sebagai berikut: 

                                                             
14

 Hasil Wawancara dengan Ibu Nurul Ngatemi selaku Wali Anaknya, dicatat pada tanggal 

27 September 2017. 
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“Pada tahun 2016 adik saya memang telah memberikan rumah beserta 

pekarangannya dan tanah pertanian kepada anaknya yang bernama 

Reyzaki. Pada saat itu saya melihat sendiri bahkan saya memberikan 

persetujuan jika rumah dan tanah itu diberikan kepada anak dari mantan 

istrinya. Sebenarnya rumah dan tanah tersebut adalah salah satu 

pembagian dari orangtua kami yang bernama Bapak Sumanto ketika itu 

beliau masih hidup, bagian adik saya Supriono diberikan kepada 

anaknya”.
15

 

 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Waris  saudara tertua dari  

Bapak Supriono menjelaskan bahwa pada tahun 2016 telah terjadi 

penghibahan yang dilakukan oleh Bapak Supriono adiknya dalam hal ini 

adalah hibah rumah dan tanah yang diberikan kepada anaknya. Diketahui 

harta tersebut awalnya adalah pembagian dari orangtuanya ketika itu 

masih hidup, kemudian bagian Bapak Supriono diberikan kepada anaknya 

yang bernama Reyzaki.  

Mencermati hasil wawancara dengan beberapa narasumber di atas, 

diketahui bahwa penghibahan terjadi pada tahun 2016 yang dilakukan oleh 

Bapak Supriono selaku ayah dari Reyzaki Erlangga. Pada saat itu 

diketahui bahwa Reyzaki Erlangga belum dewasa sehingga belum bisa 

memahami kejadian saat itu. Oleh karenanya diwakilkan kepada Ibu 

Reyzaki untuk memanfaatkan harta tersebut. Bapak Supriono 

menyerahkan sendiri dengan diiringi pernyataan bahwa ia memberikan 

rumah beserta pekarangannya dan tanah pertanian tersebut kepada 

anaknya Reyzaki Erlangga. Kemudian, pada saat penyerahan harta hibah 

juga disaksikan oleh Ibu Nurul Ngatemi dan saudara-saudara yang lainnya. 

                                                             
15

 Hasil Wawancara dengan Bapak Waris selaku Saksi, dicatat pada tanggal 28 September 

2017 
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Hasil wawancara di atas dapat pula dipahami bahwa pada saat pelaksanaan 

hibah itu sudah selesai dengan ketentuan syariat islam. Karena syarat-

syarat yang telah dipenuhi oleh si pemberi maupun si penerima hibah.  

 

2. Hibah sebagai Pengganti Nafkah Anak di Desa Kedaton I 

Pada tahun 2016 tepatnya di Bulan Mei di Desa Kedaton I telah 

dilaksanakan hibah sebagai pengganti nafkah anak oleh Bapak Supriono 

kepada anaknya yang bernama Reyzaki Erlangga selaku penerima hibah. 

Pemberian hibah tersebut dilakukan oleh Bapak Supriono kepada Reyzaki 

Erlangga pada tahun 2016.  

Adapun dari wawancara peneliti dengan Bapak Supriono selaku 

pemberi hibah menuturkan bahwa: 

“Pada tahun 2016 di Bulan Mei saya memang memberikan rumah beserta 

pekarangannya dan tanah pertanian kepada anak dari mantan istri saya 

sebagai pengganti memberikan nafkah yang seharusnya saya berikan. Pada 

saat saya memberikan hibah rumah dan tanah saya berbicara melalui 

mantan istri saya dikarenakan anak saya masih dibawah umur”.
16

 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa pada tahun 2016 

bulan Mei Bapak Supriono selaku pemberi hibah telah memberikan rumah 

beserta pekarangannya dan tanah pertanian kepada anak dari mantan 

istrinya sebagai pengganti memberi nafkah yang seharusnya ia berikan. 

Pemberian hibah sebagai pengganti nafkah anak dilaksanakan dikediaman 

Bapak Supriono, bahkan disaksikan oleh saudara Bapak Supriono maupun 

saudara dari mantan istrinya Nurul Ngatemi.  

                                                             
16

 Hasil Wawancara dengan Bapak Supriono selaku Pemberi Hibah, dicatat pada tanggal 25 

September 2017. 
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Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Nurul 

Ngatemi selaku wali dari Reyzaki Erlangga penerima hibah sebagai 

pengganti nafkah anaknya, Ibu Nurul menjelaskan : 

“Memang pada saat itu ayah Reyzaki memberikan rumah beserta 

pekarangannya sebagai tempat tinggal dan tanah pertanian untuk 

dimanfaatkan sebagai pengganti memberikan nafkah Reyzaki yang 

seharusnya ia berikan, saya sebagai ibu dari Reyzaki menyaksikan sendiri 

pemberian hibah itu” 

 

Berdasarkan wawancara dengan narasumber di atas, diketahui 

bahwa memang pada tahun 2016 telah dilaksanakan pemberian hibah 

sebagai pengganti nafkah anak yang berupa rumah beserta pekarangannya 

dan tanah pertanian, yang dilakukan oleh Bapak Supriono kepada anaknya 

Reyzaki Erlangga. Dalam pelaksanaannya Bapak Supriono selaku pemberi 

hibah telah berbicara secara langsung untuk memberikan hibah sebagai 

pengganti nafkah anak yang seharusnya ia berikan dengan Ibu Nurul 

mantan istrinya selaku Ibunda Reyzaki Erlangga.  

 

3. Faktor-faktor yang Menyebabkan Memberikan Hibah sebagai 

Pengganti Nafkah Anak di Desa Kedaton I 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hibah adalah akad yang 

menjadikan kepemilikan tanpa adanya pergantian ketika masih hidup dan 

dilakukan secara sukarela. Hibah merupakan salah satu bentuk tolong 

menolong dalam rangka mempererat tali silaturahmi yang disunahkan 

untuk dilakukan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh pemberi hibah, 

seperti pemberian hibah kepada kaum kerabat khususnya yang masih 

terdapat hubungan darah seperti anak, orangtua, saudara dekat lainnya.  
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Mengacu kepada deskripsi di atas, maka untuk mendapatkan 

gambaran tentang faktor-faktor yang menyebabkan memberikan hibah 

sebagai pengganti nafkah anak di Desa Kedaton I, peneliti melakukan 

wawancara dengan beberapa narasumber yang menjadi subjek penelitian. 

Subjek penelitian dalam hal ini yaitu, ayah yang memberi hibah sebagai 

pengganti nafkah anak, dan mantan istri yang menjadi wali dari anak, serta 

seorang saksi.  

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Supriono selaku 

pemberi hibah, Bapak Supriono menjelaskan bahwa:  

“Faktor yang menyebabkan saya sampai memberikan hibah rumah 

berserta pekarangan dan tanah pertanian kepada anak saya Reyzaki 

dikarenakan perceraian saya dengan Ibu Nurul Ngatemi, Ibu Nurul 

Ngatemi adalah Ibu dari anak saya Reyzaki Erlangga yang saya beri rumah 

dan tanah. Saya sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga saya 

karena saya dan Ibu Nurul  sudah tidak memiliki kecocokan lagi, kami 

sering cekcok yang tidak terselesaikan hingga pada akhirnya kami 

memutuskan untuk bercerai. Saya berpesan kepada mantan istri saya untuk 

mengasuh Reyzaki dan memanfaaatkan harta yang saya berikan sebagai 

pengganti nafkah yang seharusnya saya berikan. Saya tidak bisa berada 

dirumah saya terus menerus karena saya takut akan menimbulkan 

perselisihan diantara saya mantan istri saya, oleh karena itu saya memilih 

meninggalkannya dan anak saya tetap tinggal dan bersama ibunya. Saya 

telah memutuskan untuk  bercerai dengan istri saya, walau terjadi 

perceraian antara saya dan istri saya, namun saya tidak melupakan 

kewajiban saya sebagai ayah dari Reyzaki, maka dari itu jalan yang terbaik 

saya memberikan harta saya kepada Reyzaki sebagai pengganti saya 

memberikan nafkah karena saya tinggalkan”.
17

 

 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Supriono, selaku pemberi 

hibah diketahui bahwa Bapak Supriono telah memberikan hibah kepada 
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 Hasil Wawancara dengan Bapak Supriono selaku Pemberi Hibah, dicatat pada tanggal 25 

September 2017. 
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anaknya yaitu Reyzaki Erlangga dikarenakan perceraian Bapak Supriono 

dengan Ibu Nurul. Bapak Supriono mengaku sudah tidak memiliki 

kecocokan dengan Ibu Nurul, mereka sering terlibat cekcok yang tidak 

terselesaikan.  

Wawancara dilakukan pula dengan Ibu Nurul, sebagai wali Reyzaki 

Erlangga penerima hibah sebagai pengganti nafkah, menurut penjelasan 

Ibu Nurul bahwa: 

“Yang menyebabkan Bapak Supriono memberikan hibah kepada Reyzaki 

dikarenakan perceraian saya dengan Bapak Supriono. Awalnya rumah 

tangga kita berjalan rukun dan harmonis, namun sejak hadirnya pihak 

ketiga dalam rumah tangga kami, kami sering terlibat cekcok sehingga 

rumah tangga kami sudah tidak harmonis, dan pada akhirnya setelah 

diadakan musyawarah antar keluarga, kami memutuskan untuk bercerai. 

Oleh karena perceraian kami Bapak Supriono memberikan hibah Rumah 

beserta pekarangan dan tanah pertanian kepada Reyzaki sebagai tempat 

tinggal dan pengganti mantan suami saya memberikan biaya nafkah anak 

saya dan setelah pemberian hibah itu Bapak Supriono meninggalkan kami 

”.
18

 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa alasan Bapak 

Supriono memberikan rumah beserta pekarangan dan tanah pertanian 

kepada anaknya Reyzaki dikarenakan perceraian Bapak Supriono dengan 

Ibu Nurul, Ibu Nurul mengaku sejak hadirnya pihak ketiga dalam rumah 

tangga mereka, mereka sering cekcok dan setelah diadakan musyawarah 

akhirnya mereka memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya.  

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Yahmin 

selaku saksi, Bapak Yahmin menjelaskan bahwa : 

                                                             
18

 Hasil Wawancara dengan Ibu Nurul selaku Wali Reyzaki, dicatat pada tanggal 27. 

September 2017. 
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“Rumah beserta pekarangan dan tanah pertanian tersebut diberikan  

kepada Reyzaki, dikarenakan perceraian antara Bapak Supriono dan Ibu 

Nurul Ngatemi. Bapak Supriono berpesan kepada Ibu Nurul agar merawat 

Reyzaki dan memberikan rumah sebagai tempat tinggal, dan tanah agar 

dimanfaatkan sebagai pengganti memberikan nafkah Reyzaki karena ia 

tinggalkan”
19

 

 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yahmin selaku saksi, 

dijelaskan bahwa alasan Bapak Supriono memberikan rumah dan tanah 

kepada anaknya Reyzaki dikarenakan Bapak Supriono bercerai dengan Ibu 

Nurul Ngatemi. Anaknya Reyzaki berada dalam asuhan Ibu Nurul oleh 

karenanya Bapak Supriono memberikan tempat tinggal dan biaya 

pemeliharaan anak kepada Ibu Nurul. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di atas, 

diketahui bahwa faktor yang menyebabkan Bapak Supriono memberikan 

hartanya dikarenakan Bapak Supriono bercerai dengan Ibu Nurul Ngatemi, 

karena ia bercerai dengan istrinya, maka anaknya yang berusia dibawah 

umur masih dalam asuhan Ibunya, oleh karenanya Bapak Supriono 

memberikan tempat tinggal dan memberikan tanah pertanian sebagai 

pengganti biaya nafkah untuk anaknya.
20

 

 

4. Kedudukan Hibah sebagai Pengganti Nafkah Anak Setelah 

Perceraian Perspektif  Hukum Ekonomi Syariah di Desa Kedaton I  

Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber di atas dapat 

dikemukakan bahwa kedudukan hibah sebagai pengganti nafkah anak 

                                                             
19

 Hasil Wawancara dengan Bapak Yahmin selaku Saksi, dicatat pada tanggal 29 

September 2017. 
20

 Hasil Wawancara dengan Ibu Nurul selaku Wali Reyzaki Penerima Hibah, pada tanggal 

27 September 2017. 
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setelah perceraian di Desa Kedaton I dikarenakan oleh perceraian orangtua 

mengakibatkan ayah memberikan hibah kepada anak sebagai pengganti 

nafkah yang seharusnya kewajiban ayah berikan karena ditinggalkan.  

Masalah yang muncul dari kedudukan hibah sebagai pengganti 

nafkah anak setelah perceraian perspektif Hukum Ekonomi Syariah adalah 

ketika harta hibah tersebut digunakan dan dimanfaatkan sebagai pengganti 

nafkah anak setelah perceraian orangtua, sebagaimana kita mengerti 

bahwa hibah adalah pemberian sukarela tanpa imbalan dan pengganti 

apapun, selain itu orangtua terutama ayah berkewajiban memberikan 

nafkah kepada anak sampai anak tersebut dewasa dan dapat bediri sendi, 

memberikan nafkah kepada anak tentu saja tidak terputus walaupun terjadi 

putusnya perkawinan antara kedua orangtuanya. 

Dalam Islam kedudukan hibah sebagai pengganti nafkah anak 

hukumnya adalah sah, dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda : 

هَاالَْوَاهِبُ أَحَقُّ بِِبَِّتِهِ    مَالََْ يُ ثبَِّتْ مِن ْ
Artinya: “Pemberi hibah lebih berhak atas barang yang dihibahkan 

selama tidak ada pengganti” 

 

Dalam sabda Rasulullah SAW di atas dapat disimpulkan bahwa 

pemberi hibah lebih berhak atas barang yang dihibahkan selama tidak ada 

pengganti, dalam hal ini hibah yang terdapat gantinya maka pemberi hibah 

tidak berhak lagi atas barang miliknya yang telah dihibahkan dikarenakan 

terdapat pengganti sesuatu untuk dimanfaatkan, terlebih sesuatu yang 

memang diwajibkan seperti kewajiban ayah memberi nafkah kepada  

anaknya. 
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Ulama Hanafiyah berpendapat beberapa perkara yang melarang 

pemberi hibah mengembalikan barang yang telah dihibahkan yaitu  

pemberian dalam rangka mempererat hubungan silaturahmi, hibah dalam 

rangka memperbaiki hubungan suami istri dan hilangnya harta yang 

dihibahkan atau hilang disebabkan pemanfaatannya. 

Dalam uraian di atas perlu diperhatikan bahwa kedudukan hibah 

sebagai pengganti nafkah anak setelah perceraian adalah salah satu 

pemberian dalam hubungan suami istri dan pemberian dalam rangka 

silaturahmi yang mempererat hubungan seorang ayah kepada anak, dalam 

Islam kewajiban memberi nafkah dibebankan kepada ayah apabila ibu 

bertanggungjawab atas pengasuhan anak maka ayah bertanggungjawab 

mencarikan nafkah anaknya yang tidak terputus walau terjadi putusnya 

perkawinan antara kedua orang tuanya.  

Seorang ayah boleh memberikan hibah sebagai pengganti nafkah 

anak setelah terjadi perceraian. Dikarenakan selain hubungan nasab, ayah 

juga bertanggungjawab memberikan perlindungan dan nafkah anak 

sekalipun terjadi perceraian antara kedua orang tua.  

Kebolehan memberikan hibah sebagai pengganti nafkah anak setelah 

perceraian diperbolehkan menurut Ulama Hanafiyah karena pemberian ini 

dalam rangka pemberian silaturahmi antara anak dan ayah, kewajiban 

seorang ayah membiayai kehidupan anak agar hubungan antara keluarga 

tetap terjalin meskipun keduanya tidak lagi bersama setiap waktu. Hibah 



 

 

63 

mempunyai beberapa faedah hukum, seperti memupuk kema’rufan, saling 

tolong-menolong, dan kasih sayang. 

Terdapat beberapa sabda Rasulullah SAW tentang pemberian hibah: 

 تََهَادُوْا تَََابُ وْا
Artinya: “Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling 

mencintai” 

:  

دْرِ   تَ هَادُوْا فاَِنَّ الْْدَِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَراَصِّ
Artinya: “Beri-memberilah kamu, karena pemberian itu dapat 

menghilangkan sakit hati (dengki)”.  

 

خِيْمَةَ   تَ هَادُوْا فإَِنَّ الِْْدَيَّةَ تَسُلُ السَّ
Artinya : “Saling memberilah kamu, karena sesungguhnya hadiah itu 

dapat mencabut rasa dendam”. 
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BAB V 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan  

Bahwa Kedudukan Hibah Sebagai Pengganti Nafkah Anak Setelah 

Perceraian Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah di Desa Kedaton I Kecamatan 

Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur diperbolehkan dikarenakan 

pemberian hibah ini dalam bentuk tanggungjawab seorang ayah dalam 

memenuhi kebutuhan anak setelah perceraian antara suami istri. Hibah sebagai 

pengganti nafkah anak disampaikan melalui wali penerima hibah dikarenakan 

penerima hibah belum cukup umur untuk memanfaatkan sendiri harta hibah 

tersebut.. Hibah rumah beserta pekarangan dan tanah pertanian diberikan 

kepada anak setelah perceraian antara suami istri. Sebab pemberi hibah adalah 

ayah, ia meninggalkan anak dan bercerai dengan istrinya, maka mantan 

istrinyalah yang mengasuh dan memanfaatkan harta hibah tersebut untuk 

memenuhi kebutuhan anaknya sampai saat ini. Pemberi hibah berpesan bahwa 

hibah yang ia berikan adalah sebagai tempat tinggal dan pengganti menafkahi 

penerima hibah atau anaknya. 

  

B. Saran 

Hibah merupakan salah satu akad perpindahan kepemilikan harta yang 

diatur dalam Hukum Ekonomi Syariah, sebagai salah satu ibadah kebaikan 

yang menguatkan hubungan tali silaturahmi dan pemberian dapat 

menghilangkan sakit hati . Oleh karena itu peneliti memberikan saran kepada 
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masyarakat Desa Kedaton I khususnya ayah dan anak dalam hal ini lebih 

mempererat tali silaturahmi, saling memberikan kasih sayang, 

bertanggungjawab dan tidak mementingkan diri sendiri. Bagi suami istri yang 

sudah bercerai tetaplah sayangi anak karena bagi anak tidak ada mantan ayah 

ataupun mantan ibu. Kedudukan hibah sebagai pengganti nafkah anak setelah 

perceraian walau diperbolehkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah namun 

yang perlu diperhatikan adalah kemaslahatan perbuatan itu sendiri. Oleh 

karenanya peneliti memberi saran kepada orang tua yang sudah bercerai untuk 

tetap memberikan kasih sayang kepada anak, selaku pemberi hibah dan 

penerima hibah. Jika terjadi pemberian hibah sebagai pengganti nafkah anak 

agar dimanfaatkan dan digunakan sebaik-baiknya demi kepentingan anak yang 

ditinggalkan, pemberi hibah haruslah terbuka kepada keluarganya yang lain 

agar tidak terjadi perselisihan antara anak satu dengan anak  yang lain. 
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ALAT PENGUMPULAN DATA (APD) 

 

KEDUDUKAN HIBAH SEBAGAI PENGGANTI NAFKAH ANAK 

SETELAH PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH 

(Studi Kasus di Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban  

Kabupaten Lampung Timur) 
 

A. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-

catatan, transkip, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan lainnya.  

 

B. Wawancara  

 Pak Supriono wali Pemberi Hibah 

1. Apakah Reyzaki Erlangga adalah anak kandung dari Bapak Supriono? 

2. Apakah Ibu Nurul Ngatemi adalah mantan istri  Bapak? 

3. Apakah Reyzaki Erlangga adalah anak dari mantan istri bapak yang 

bernama Nurul Ngatemi? 

4. Apakah benar Bapak Supriono menghibahkan rumah beserta 

pekarangan dan tanah pertanian kepada Reyzaki Erlangga? 

5. Berapa Luas Rumah beserta pekarangan dan tanah pertanian yang 

Bapak Supriono hibahkan kepada Reyzaki? 

6. Apakah anak Bapak masih berusia dibawah umur sehingga Bapak 

wakilkan hibah itu kepada ibunya? 

7. Kapan bapak menghibahkan rumah beserta pekarangan dan tanah 

pertanian kepada anak bapak? 

8. Apakah ada saksi saat Bapak menghibahkan rumah dan tanah tersebut? 

9. Apakah Bapak Supriono memberikan hibah dikarenakan perceraian 

dengan Ibu Nurul Ngatemi? 

10. Apakah penyebab perceraian bapak? 

11. Apakah Rumah tersebut bapak berikan sebagai tempat tinggal Reyzaki 

dan tanah pertanian dimanfaatkan sebagai pengganti biaya nafkah 

kehidupan Reyzaki karena perceraian bapak dengan Ibu Nurul? 
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12. Apakah setelah perceraian bapak, Reyzaki sampai saat ini berada 

didalam asuhan Ibu Nurul? 

13. Apakah setelah memberikan hibah kepada anak bapak lalu pergi 

meninggalkan anak bapak? 

14. Apakah Bapak Supriono dan Ibu Nurul Ngatemi sudah sepakat tentang 

pemberian hibah sebagai pengganti nafkah kehidupan Reyzaki? 

 

 Bu Nurul Ngatemi Selaku Wali dari Zaky Erlangga Penerima Hibah 

1. Apakah Reyzaki Erlangga adalah Anak kandung Ibu Nurul? 

2. Apakah Bapak Supriono adalah mantan suami Ibu? 

3. Apakah Reyzaki Erlangga adalah anak dari mantan suami Ibu yang 

bernama Supriono? 

4. Apakah benar Reyzaki anak Ibu Nurul pernah diberi hibah rumah 

beserta pekarangan dan tanah pertanian dari mantan suami Ibu yaitu 

Bapak Supri? 

5. Kapan Bapak Supriono memberikan Rumah beserta pekarangan dan 

tanah pertanian kepada Reyzaki? 

6. Apakah Reyzaki masih berusia dibawah umur sehingga hibah itu 

diwalikan kepada Ibu Nurul? 

7. Berapa Luas rumah beserta pekarangan dan tanah pertanian yang 

dihibahkan Bapak Supriono? 

8. Apakah Bapak Supri memberikan hibah kepada Reyzaky lalu pergi 

meninggalkan Ibu Nurul dan Reyzaki? 

9. Apakah ada saksi saat bapak Supri memberikan hibah pekarangan 

rumah dan tanah kepada anak Ibu tersebut? 

10. Apakah Bapak Supriono memberikan hibah kepada Reyzaki karena 

perceraian dengan Ibu Nurul? 

11. Apakah penyebab terjadinya perceraian Ibu? 

12. Apakah sejak ditinggalkan anak ibu Reyzaki bersama Ibu, dan Ibulah 

yang mengelola harta hibah pemberian tersebut ? 
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13. Apakah hibah rumah beserta pekarangan Bapak Supriono berikan 

sebagai tempat tinggal Reyzaki dan tanah pertanian agar dimanfaatkan 

sebagai pengganti biaya kehidupan Reyzaki karena perceraian dengan 

Ibu? 

14. Apakah Ibu sepakat dengan Bapak Supri  yang memberikan hibah 

sebagai pengganti nafkah Zaky setelah perceraian dengan Ibu? 

 

 Bapak Waris selaku saksi penerima hibah juga saudara Bapak 

Supriono 

1. Apakah Bapak Sumanto adalah orangtua dari Bapak Waris dan 

Bapak Supriono? 

2. Apakah Bapak Supriono adalah adik kandung Bapak Waris? 

3. Apakah benar Reyzaki Erlangga adalah anak dari Bapak Supriono? 

4. Apakah Ibu Nurul Ngatemi adalah mantan istri dari Bapak 

Supriono? 

5. Apakah benar Reyzaki Erlangga adalah anak dari mantan Istri 

Bapak Supriono yang bernama Nurul Ngatemi? 

6. Apakah benar Bapak Supriono telah menghibahkan rumah beserta 

pekarangan dan tanah pertanian kepada anaknya yang bernama 

Reyzaki Erlangga? 

7. Kapan Bapak Supriono menghibahkan rumah beserta pekarangan 

dan tanah pertanian kepada Reyzaki? 

8. Apakah Bapak Waris hadir dan menjadi saksi saat penghibahan? 

9. Apakah rumah beserta pekarangan dan tanah pertanian adalah 

milik dari Bapak Supriono? 

 

 Bapak Yahmin selaku saksi penghibahan 

1. Apakah Bapak Yahmin menjadi saksi penghibahan antara Bapak 

Supriono dengan anaknya yang berama Reyzaki? 
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2. Apakah Bapak mengetahui apa yang menyebabkan Bapak 

Supriono menghibahkan rumah beserta pekarangan dan tanah 

pertanian kepada Reyaki? 

3. Apakah Reyzaki masih berusia dibawah umur, oleh karenanya 

diwakilkan kepada Ibunya yaitu Ibu Nurul Ngatemi? 

4. Apakah Reyzaki sampai saat ini berada dalam asuhan ibunya? 

5. Apakah setelah penghibahan lalu Bapak Supriono meninggalkan 

Reyzaki? 

6. Apakah Bapak Supriono memberikan rumah sebagai tempat 

tinggal dan tanah pertanian sebagai pengganti memberikan nafkah 

karena perceraian dengan Ibu Nurul? 
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2007,  kemudian melanjutkan di Madrasah Tsanawiyah Kecamatan Kotagajah 

Kabupaten Lampung Tengah dan selesai tahun 2010, lalu melanjutkan di 

Madrasah Aliyah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah selesai pada 

tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Fakultas Syari’ah 

program studi Hukum Ekonomi Syariah pada semester 1 TA. 2013/2014.  

 

 

 


